
95 

(Studi Putusan Nomor 119/PID.SUS/2022/PT TJK) 

 

 

 

Ekuivalensi Skripsi 

Magang MBKM Batch V di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang 

 

 

RIEKE HONEY DEBORA 

2052011128 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

FAKULTAS HUKUM  

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2023 

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PUTUSAN DIBAWAH  

MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA 



ii 

ABSTRAK 

 

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PUTUSAN DIBAWAH 

MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA  

(Studi Putusan Nomor 119/PID.SUS/2022/PT TJK) 

Tujuan UU No. 35 Tahun 2009 menunjukkan bahwa narkotika tidak boleh 

digunakan di luar kepentingan tersebut dan hanya dapat digunakan oleh dokter 

atau pakar kesehatan yang telah resmi dengan dosis yang tepat. Hal tersebut juga 

diperjelas dengan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 bahwa, “Narkotika hanya dapat 

digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi”. Ketentuan pidana dalam penyalahgunaan narkotika, 

diatur mengenai pidana minimum khusus dan pidana maksimum khusus. Dapat 

dilihat dalam  Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Narkotika 2009 yang 

rumusannya sebagai berikut : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan 

tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan 

paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit “paling
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Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 

8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).” Adanya redaksi kalimat “paling 

singkat 4 (empat) tahun” untuk pidana minimum khusus dan “paling lama 12 (dua 

belas) tahun” untuk pidana maksimum khusus merupakan penanda bahwa dalam 

pasal tersebut terkandung ketentuan minimum dan maksimum pemidanaan. 

Namun dalam penerapannya ada perkara yang diputus dibawah minimum khusus, 

sehingga dalam hal ini penulis mengkaji masalah yang pertama bagaimana 

pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara nomor 

119/PID.SUS/2022/PT TJK dan masalah kedua bagaimana pengaruh SEMA No. 3 

Tahun 2015 terhadap putusan hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah 

minimum khusus tindak pidana narkotika.  

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dalam metode 

penulisannya dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan 

pengumpulan data melalui kepustakaan. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini didasarkan pada telaah studi 

kepustakaan dan analisis kasus terkait putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang 

yang memberikan pertimbangan positif terhadap Putusan Pengadilan Negeri 

Menggala dalam perkara narkotika. Peneliti menyoroti tiga aspek pertimbangan 

hakim, yakni yuridis, sosiologis, dan filosofis, dalam menjatuhkan putusan di 

bawah minimum khusus. Peradilan Indonesia mengadopsi sistem pembuktian 

Negatief Wettelijk Bewijstheorie, di mana kesalahan terdakwa ditentukan oleh 



keyakinan hakim berdasarkan bukti yang sah. Penelitian ini menunjukkan bahwa 

pedoman hakim dalam memutuskan perkara narkotika di bawah minimum khusus 

dipengaruhi oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 dan 

SEMA Nomor 2 Tahun 2010, yang mengatur terdakwa hanya sebagai pemakai 

atau penyalahguna narkotika dengan barang bukti relatif kecil. Dari hasil 

penelitian ini, penulis memberikan saran kepada para hakim untuk selalu 

mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis dalam memutuskan 

suatu perkara guna menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan 

bagi semua pihak. Penulis juga menyarankan pembaruan terhadap ketentuan  alam 

SEMA agar sejajar dengan undang-undang atau keputusan Mahkamah Konstitusi 

ketika diperlukan, sehingga penegakan hukum dapat tetap konsisten. 

 

Penulis mengkaji apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam 

memutuskan perkara narkotika dengan putusan dibawah minimum khusus dengan 

melihat 3 (tiga) aspek pertimbangan putusan hakim. Menurut penulis majelis 

hakim Pengadilan Negeri Menggala dalam menjatuhkan putusan sudah 

mempertimbangkan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis. Yang menjadi 

pedoman pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dibawah minimum 

khusus berdasarkan peraturan yang berlaku ialah adanya Surat Edaran Mahkamah 

Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 pada pembuktian di persidangan dengan 

ketentuan terdakwa hanya sebagai pemakai atau penyalahgunaan narkotika dan 

berat barang bukti relatif kecil yang diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2010. 

Kata kunci : Narkotika, Pidana Minimum Khusus, Pertimbangan Hakim. 
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ABSTRACT 

ANALYSIS OF JUDGMENTS CONCERNING DECISION UNDER THE  

SPECIAL MINIMUM IN NARCOTIC CRIMINAL ACTIONS 

(Study of Decision Number  119/PID.SUS/2022/PT TJK) 

 

By :  

 

RIEKE HONEY DEBORA 

 

The purpose of Law no. 35 of 2009 indicates that narcotics should not be used 

outside of these purposes and can only be used by doctors or authorized health 

experts in the correct dosage. This is also clarified in Article 7 of Law no. 35 of 

2009 that, "Narcotics can only be used for the purposes of health services and/or 

the development of science and technology". Criminal provisions in narcotics 

protection regulate special minimum penalties and special maximum penalties. It 

can be seen in Article 112 Paragraph (1) of  ithe 2009 Narcotics Law, the 

formulation of which is as follows: Every person who, without right or againstithe 

law, possesses, keeps, controls, or provides Class I non-plant Narcotics, shall be 

punished with imprisonment for a minimum of 4 (four) years and a maximum of 

12 (twelve) years and a fine of at least Rp. 800,000,000.00 (eight hundred million 

rupiah) and a maximum of Rp. 8,000,000,000.00 (eight billion rupiah).” 

Theredaction of the sentence "a minimum of 4 (four) years" for a special 

minimum sentence and "a maximum of 12 (twelve) years" for a special maximum 
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sentence is a sign that the article contains provisions for minimum and maximum 

sentences. However, in its application there are cases that are decided below the 

special minimum, so in this case the author examines the first problem, how the 

judge's legal considerations are in deciding case number 119/PID.SUS/2022/PT 

TJK and the second problem, how the influence of SEMA No. 3 of 2015 

regarding the judge's sentencing for crimes below the minimum specifically for 

narcotics crimes. 

 

This research uses a normative juridical approach in its writing method and the 

type of data used is secondary data with data collection through the literature. 

 

Based on the results of this research and discussion, it is based on a literature 

review and case analysis related to the decision of the Tanjung Karang High Court 

which gave positive consideration to the decision of the Menggala District Court 

in a narcotics case. The researcher highlights three aspects of the judge's 

consideration, namely juridical, sociological, and philosophical, in imposing a 

verdict below the special minimum. The Indonesian judiciary adopts the Negatief 

Wettelijk Bewijstheorie evidentiary system, in which the guilt of the defendant is 

determined by the judge's belief based on valid evidence. This research shows that 

judges' guidelines in deciding narcotics cases under the special minimum are 

influenced by Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2015 and SEMA 

Number 2 of 2010, which regulates defendants only as users or abusers of 

narcotics with relatively small evidence. From the results of this study, the author 
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provides advice to judges to always consider juridical, sociological, and 

philosophical aspects in deciding a case in order to create legal certainty, justice, 

and benefits for all parties. The author also suggests updating the natural 

provisions of the SEMA to be in line with the law or decisions of the 

Constitutional Court when necessary, so that law enforcement can remain 

consistent. 

 

The author examines what is the basis for the judge's consideration in deciding 

narcotics cases with verdicts below the special minimum by looking at 3 (three) 

aspects of consideration of the judge's decision. According to the author, the 

judges of the Menggala District Court in handing down the verdict have 

considered juridical, sociological and philosophical considerations. What guides 

the judge's consideration in imposing a verdict below the special minimum based 

on applicable regulations is the existence of Supreme Court Circular Letter 

(SEMA) Number 3 of 2015 on evidence at trial provided that the defendant is 

only a user or abuser of narcotics and the weight of evidence is relatively small as 

regulated in SEMA Number 2 of 2010. 

 

Keywords: Narcotics, Special Minimum Sentence, Judge's Consideration. 
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I  iPENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar  iBelakang  iMasalah 

Negara  iIndonesia  iadalah  inegara  ihukum  idimana  isemua  iwarga  inegaranya  iberhak  

imendapatkan  iperlakuan  iyang  isama  idihadapan  ihukum  i(equality  ibefore  ithe  ilaw)  ihal  iini  

isesuai  idengan  iPasal  i1  iayat   i(3)  iUndang-undang  iDasar  iRepublik  iIndonesia  i1945  

i(selanjutnya  idisebut  idengan  iUUD  i1945)  ihal  iini  imenunjukkan  ibahwa  ihukum  imenjadi  

ijalan  iterakhir  idalam  isetiap  ipenyelesaian  imasalah  iatau  ikonflik  iyang  iterjadi,  ihal  iini  

ijuga  isesuai  idengan  iPancasila  ikhususnya  iSila  iKe-5  i(lima)  iyang  iberbunyi  i“Keadilan  

ibagi  iseluruh  irakyat  iIndonesia”.  iSecara  isosiologis  imenunjukkan  iadanya  istratifikasi  

i(lapisan  isosial)  iyang  iberbeda  isecara  iterselubung  ihal  iini  idikarenakan   inegara  

iIndonesia  iadalah  inegara  iyang  imultikultural  iyang  iterdiri  idari  iberbagai  iras,  isuku  

ibangsa,  ibahasa,  iagama  idan  ibudaya.  iAdanya  istratifikasi  iini  idapat  imempengaruhi  

ipenerapan  ihukum  iyang  itidak  iobjektif  iyang  iartinya  iadalah  ididalamnya  iterjadi  

idiskriminasi,  idengan  iadanya  idiskriminasi  iakan  imembawa  isuatu  ihasil  iakhir  iyang  ijauh  

idari  irasa  ikeadilan. 

 

Rasa  ikeadilan  imemiliki  iketerkaitan  iyang  ierat  idengan  iperaturan  iperundang-

undangan.Penerapan   iperaturan  iperundang-undangan  iyang  iberlaku  iatas  

ipertimbangan  iputusan  ihakim  idalam  imengadili  isuatu  iperkara.  iHakim  iyang  
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merupakan  i  ipersonifikasi  ilembaga  iperadilan  iseperti  iyang  itercantum  idalam  iKitab  

iUndang-undang  iHukum  iAcara  iPidana  i(KUHAP)  iPasal  i1  iayat  i8,  idalam  imembua  i  

ikeputusan  isuatu  iperkara  iselain  idituntut  imemiliki  ikemampuan  iintelektual,  ijuga  

imemiliki  imoral  idan  iintegritas  iyang  itinggi,
1

  isehingga  imencerminkan  irasa  ikeadilan,  

imenjamin  ikepastian  ihukum  idan  idapat  imemberikan  imanfaat  ibagi  imasyarakat.  iHakim  

idalam  imemutuskan  isuatu  iperkara  iharus  ididasarkan  ipada  iberbagai  ipertimbangan  

iyang  idapat  iditerima  isemua  ipihak  idan  itidak  imenyimpang  idari  ikaidah-kaidah  ihukum  

iyang  iada. 

 

Perundang-undangan  idalam  iPeradilan  idi  iIndonesia  idikenal  idengan  ipembagiannya   

iyaitu  ihukum  ipidana  iumum  idan  ihukum  ipidana  ikhusus,  iyang  idimana  i  ihukum  ipidana  

ikhusus  idiatur  idi  iluar  iKitab  iUndang-undang  iHukum  iPidana  i(KUHP)  iyang  imerupakan  

ikitab  iundang-undang  iyang  iterkodifikasi,  imempunyai   ikarakteristik  idan  ipenanganan  

iperkara  iyang  ikhusus  idan  ispesifik,  ibaik  idari  iaturan  ihukum  iyang  idiberlakukan,  ihukum  

iacaranya,  ipenegak  ihukumnya,  imaupun  ipengacara  iyang  imenanganinya.
2
 

 

Pengaturan  iyang  idiatur  idalam  itindak  ipidana  ikhusus  isalah  isatu  icontohnya  iialah  

ipenyalahgunaan  inarkotika  ipada  iUndang-undang  iNomor  i35  iTahun  i2009  itentang  

inarkotika,  iundang-undang  iini  imengatur  imencegah  idan  imemberantas  

                                                
1

  iNur  iIftitah  iIsnantiana,  i2017,  iLegal  iReasoning  iHakim  iDalam  iPengambilan  iPutusan  

iPerkara  idi  iPengadilan,  iJurnal  iPemikiran  iIslam,  iVolume  i18,  iNo.  i2,  iPurwokerto  i 
2

  iWilla  iWahyuni,  i2022,  iMemahami  iPengertian  iTindak  iPidana  iKhusus,  iJakarta:  

iHukumOnline.com,  iwww.hukumonline.com/berita/a/memahami-pengertian-tindak-pidana-khusus-

lt632846554090  idiakses  ipada  i10  iJuni  i2023  ipukul  i08.45  iWIB 

https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-pengertian-tindak-pidana-khusus-lt632846554090f/
https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-pengertian-tindak-pidana-khusus-lt632846554090f/
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ipenyalahgunaan  idan  iperedaran  igelap  iNarkotika  iyang  isangat  imerugikan  idan  

imembahayakan  ikehidupan  imasyarakat,  ibangsa,  idan  inegara.
3
 

 

Pengertian  iNarkotika  isendiri  iadalah  izat  iatau  iobat  iyang  iberasal  idari  itanaman  iatau  

ibukan  itanaman,  ibaik  isintetis  imaupun  isemi  isintetis  iyang  idapat   imenyebabkan  

ipenurunan  iatau  iperubahan  ikesadaran,  ihilangnya  irasa  inyeri  idan  idapat  imenimbulkan  

iketergantungan  i(Undang-Undang  iNo.  i35  itahun  i2009).  iNarkotika  iyang  ijika  

idisalahgunakan  iatau  idigunakan  itidak  isesuai  idengan  istandar  ipengobatan  idapat  

imenimbulkan  iakibat  iyang  isangat  imerugikan  ibagi  iperorangan  iatau  imasyarakat   

ikhususnya  igenerasi  imuda.  iPenyalahgunaan  idan  iperedaran  igelap  iNarkotika  idapat  

imengakibatkan  ibahaya  iyang  ilebih  ibesar  ibagi  ikehidupan  idan  inilai-nilai  ibudaya  

ibangsa  iyang  ipada  iakhirnya  iakan  idapat  imelemahkan  iketahanan  inasional. 

 

Berikut  ibeberapa  idampak  ipenggunaan  inarkoba  ibagi  ikesehatan  iberdasarkan  ihasil  

ipencarian  iyang  itersedia: 

1. Dampak  ipsikologis:  iNarkoba  idapat  imenyebabkan  imasalah  ipsikologis  iseperti  

idepresi,  ikecemasan,  idan  ikebingungan 

2. Dampak  ifisiologis:  iNarkotika  idapat  imenyebabkan  imasalah  ifisik  iseperti  inyeri,  

ikejang,  idan  isulit  itidur. 

3. Kecanduan:  iPenggunaan  inarkotika  iyang  iterus  imenerus  idan  iberlebihan  idapat  

imenyebabkan  ikecanduan,  iyang  idapat  imenyebabkan  iefek  inegatif  ipada  

ikesehatan  ifisik  idan  imental. 

4. Gangguan  ikeluarga:  iStigma  iyang  iterkait  idengan  ipenggunaan  inarkotika  idapat  

imenyebabkan  igangguan  ikeluarga,  idengan  iibu  iyang  ipaling  iterpengaruh  ikarena  

                                                
3

  iUndang-undang  iNomor  i35  iTahun  i2009  itentang  iNarkotika  i 
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ikebingungan  idan  idepresi 

 

Peraturan  inarkotika  itentu  imemiliki  itujuan  iyang  imendasari  ieksistensi  iUU  iNo.  i35  

iTahun  i2009.  iTermuat   idi  idalam  iPasal  i4  iUndang-Undang  iini  ibertujuan  isebagai  

iberikuti:  i 

1. Menjamin  iketersediaan  iNarkotika  iuntuk  ikepentingan  ipelayanan  ikesehatan  

idan/atau  ipengembangan  iilmu  ipengetahuan  idan  iteknologi;  i 

2. Mencegah,  imelindungi,  idan  imenyelamatkan  ibangsa  iIndonesia  idari  

ipenyalahgunaan   iNarkotika;  i 

3. Memberantas  iperedaran  igelap  iNarkotika  idan  iPrekursor  iNarkotika;  idan 

4. Menjamin  ipengaturan  iupaya  irehabilitasi  imedis  idan  isosial  ibagi  iPenyalahguna  

idan  ipecandu  iNarkotika.  i 

 

Tujuan  iUU  iNo.  i35  iTahun  i2009  imenunjukkan  ibahwa  inarkotika  itidak  iboleh  idigunakan  

idi  iluar  ikepentingan   itersebut  idan  ihanya  idapat  idigunakan  ioleh  idokter  iatau  ipakar  

ikesehatan  iyang  itelah  iresmi  idengan  idosis  iyang  itepat.  i  iHal  itersebut  ijuga  idiperjelas  

idengan  iPasal  i7  iUU  iNo.  i35  iTahun  i2009  ibahwa,  i“Narkotika  ihanya  idapat  idigunakan  

iuntuk  ikepentingan  ipelayanan  ikesehatan  idan/atau  ipengembangan  iilmu  ipengetahuan  

idan  iteknologi”. 

 

Ketentuan  ipidana  idalam  ipenyalahgunaan  inarkotika,  idiatur  imengenai  ipidana  

iminimum  ikhusus  idan  ipidana  imaksimum  ikhusus.  iDapat  idilihat  idalam  iPasal  i112  iAyat  

i(1)  iUndang-undang  iNarkotika  i2009  iyang  irumusannya  isebagai  iberikut  i:  iSetiap  iorang  

iyang  itanpa  ihak  iatau  imelawan  ihukum  imemiliki,  imenyimpan,  imenguasai,  iatau  

imenyediakan  iNarkotika  iGolongan  iI  ibukan  itanaman,  idipidana  idengan  ipidana  ipenjara  
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ipaling  isingkat  i4  i(empat)  itahun  idan  ipaling  ilama  i12  i(dua  ibelas)  itahun  idan  ipidana  idenda  

ipaling  isedikit  iRp.800.000.000,00  i(delapan  iratus  ijuta  irupiah)  idan  ipaling  ibanyak  iRp.  

i8.000.000.000,00  i(delapan  imiliar  irupiah).” Adanya  iredaksi  ikalimat  i“paling  isingkat  i4  

i(empat)  itahun”  iuntuk  ipidana  iminimum  ikhusus  idan  i“paling  ilama  i12  i(dua  ibelas)  

itahun”  iuntuk  ipidana  imaksimum  ikhusus  imerupakan  ipenanda  ibahwa  idalam  ipasal  

itersebut  iterkandung  iketentuan  iminimum  idan  imaksimum  ipemidanaan. 

 

Penerapan  iundang-undang  iNarkotika  i2009  iterdapat  iperkara  iyang  iterdakwanya  

idiancam  idengan  ipasal  iyang  imengandung  isistem  ipidana  iminimum  ikhusus,  inamun  

ihakim  imemutus  iperkara  itersebut  idengan  ipidana  idi  ibawah  iketentuan  iminimum  

ikhusus.  iDapat  idilihat  idalam  iperkara  itindak  ipidana  inarkotika  idengan  iNomor  iPerkara  

i155/Pid.Sus/2022/PN.Mgl  iyang  iterdakwanya  idalam  ituntutan  idari  ipenuntut  iumum  

ipada  ipokoknya  iberisi  ibahwa  iterdakwa  iterbukti  isecara  isah  idan  imeyakinkan  

imelakukan  ipelanggaran   isebagaimana  iyang  idiatur  idalam  iPasal  i112  iayat   i(1)  iUndang-

undang  iNarkotika  iNomor  i35  iTahun  i2009,  ikemudian  imenuntut  iuntuk  imenjatuhkan  

ipidana  iterhadap  iterdakwa  idengan  ipenjara  iselama  i5  i(lima)  itahun  idikurangi  ipenahanan  

iyang  itelah  idijalani.  iKemudian  idengan  isegala  ipertimbangan  idan  ifakta-fakta  iyang  

iterungkap  idalam  ipersidangan  ihakim  imengadili  iterdakwa  idengan  imemutuskan  

ibahwa  iterdakwa  isecara  isah  idan  imeyakinkan  ibersalah  imelakukan  itindak  ipidana  

inarkotika  isesuai  idengan  iPasal  i112  iayat  i(1)  iUndang-undang  iNarkotika  iNomor  i35  

iTahun  i2009.  iNamun  ihakim  imenjatuhkan  isanksi  iterhadap  iterdakwa  idengan  isanksi  

ipidana  idi  ibawah  iketentuan  ipidana  iminimum  ikhusus,  iyaitu  iselama  i1  i(satu)  idan  i6  

i(enam)  ibulan  ipenjara. 



6 

 

 

Berdasarkan  ikasus   idiatas  ipenulis  itertarik  iuntuk  imelakukan  ipenelitian  idan  

imengangkat  ijudul  i“Analisis  iPertimbangan  iHakim  iDalam  iMenjatuhkan  iPutusan  

iDibawah  iMinimum  iKhusus  iUndang-undang  i(Studi  iPutusan  iNomor  

i119/PID.SUS/2022/PT  iTJK)” 

 

1.2. Permasalahan  idan  iRuang  iLingkup 

1.2.1.  i  i  iPermasalahan 

Berdasarkan  ilatar  ibelakang  idi  iatas,  ipenulis  imelakukan  ipenelitian  iini  idengan  imenarik  

irumusan  imasalah,  isebagai  iberikut: 

1. Bagaimana  ipertimbangan  iHakim  idalam  imemutuskan  iperkara  inarkotika  idengan  

imenjatuhkan  ipidana  idibawah  iminimum  ikhusus  ipada  iputusan  iperkara  ibanding  

inomor  i119/PID.SUS/2022/PT  iTJK  i? 

2. Bagaimana  iPengaruh  iSEMA  iNo.  i3  iTahun  i2015  iterhadap  iputusan  iHakim  idengan  

imenjatuhkan  ipidana  idibawah  iminimum  ikhusus  itindak  ipidana  inarkotika? 

 

1.2.2.  i  i  iRuang  iLingkup 

Penulisan  iskripsi  iini  imeliputi  iruang  ilingkup  ipembahasan,  iwaktu  idan  itempat  

ipenelitian.  iRuang  ilingkup  ipembahasan  ipenelitian  iini  imengenai  iAnalisis  

iPertimbangan  iHakim  idalam  imenjatuhkan  iputusan  idibawah  iminimum  ikhusus  ipada  

itindak  ipidana  inarkotika  ipada  iPutusan  iNomor  i155/Pid.Sus/PN  iMgl  idan  iNomor  

i119/PID.SUS/2022/PT  iTJK.  iRuang  ilingkup  iwaktu  idilaksanakan  ipada  itahun  i2023  i  

idan  ilingkup  itempat  ipenelitian  i  ipada  iPengadilan  iNegeri  iMenggala  idan  iPengadilan  
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iTinggi  iTanjungkarang. 

1.3. Tujuan  idan  iKegunaan  iPenelitian 

1.3.1.  i  i  iTujuan  iPenelitian 

Tujuan  iyang  iingin  idicapai  imelalui  ipenelitian  iini  iadalah  isebagai  iberikut: 

1. Tujuan  iUmum 

Penelitian  iini  idiajukan  iuntuk  imemenuhi  ipersyaratan  iekuivalensi  iskripsi  idalam  

iprogram  iMerdeka  iBelajar  iKampus  iMerdeka  i(MBKM)  idi  iPengadilan  iTinggi  

iTanjungkarang. 

2. Tujuan  iKhusus 

Berkaitan  idengan  irumusan  imasalah  iyang  itelah  idikemukakan,  imaka  itujuan  ikhusus  

iyang  iakan  idicapai  idalam  ipenelitian  iini  iadalah  isebagai  iberikut: 

a. Mengetahui  iketentuan  iHakim  idalam  imenjatuhkan  ipidana  idibawah  iminimum  

ikhusus  idalam  itindak  ipidana  inarkotika  imenurut  iperaturan  iyang  iberlaku. 

b. Mengetahui  imengenai  ipertimbangan  ihakim  idalam  imemutuskan  iperkara  

inarkotika  idengan  imenjatuhkan  ipidana  idibawah  iminimum  ikhusus. 

 

1.3.2.  i  i  iKegunaan  iPenelitian 

Penelitian  iini  imemiliki  ibeberapa  ikegunaan  ibaik  isecara  ipraktis  imaupun  isecara  iteoritis  

iyakni  i: 

1. Kegunaan  iPraktis 

Hasil  ipenelitian  iini  idiharapkan  imenambah  iwawasan  idan  iilmu  ipengetahuan  

imengenai  idasar  ipertimbangan  iHakim  idalam  imenjatuhkan  iputusan  idibawah  

iminimum  ikhusus  idalam  itindak  ipidana  inarkotika  iberdasarkan  iperaturan  iyang  
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iberlaku. 

2. Kegunaan  iTeoritis 

Penelitian  iini  imerupakan  iupaya  iuntuk  imemperluas  ikeilmuan  ihukum  ipidana,  

iutamanya  idalam  ihal  ipenerapan  isanksi  ipidana  iminimum  idalam  iperkara  itindak  

ipidana  inarkotika.  iPenelitian  iini  ijuga  idiharapkan  idapat  imenjadi   irujukan  ibagi  

ipeneliti  iselanjutnya  iserta  imenjadi  ireferensi  iuntuk  ipengembangan  iketerampilan  

ipenulisan  ikarya  iilmiah. 

 

1.4. Kerangka  iTeori  idan  iKonseptual 

1.4.1  i  i  i  iKerangka  iTeori 

Kerangka  iteoritis  iadalah  iabstraksi  ihasil  ipemikiran  iatau  ikerangka  iacuan  iatau  idasar  

iyang  irelevan  iuntuk  ipelaksanaan  isuatu  ipenelitian  iilmiah,  ikhususnya  ipenelitian  

ihukum.
4

  iTeori  iyang  idigunakan  ipeneliti  iuntuk  imembahas  ipermasalahan  idalam  

ipenelitian  iini  isebagai  iberikut  i:  i 

1. Teori  iPertimbangan  iHakim 

Pertimbangan  ihakim  imerupakan  itahapan  idimana  imajelis  ihakim  imempertimbangkan  

ifakta-fakta  iyang  iterungkap  idalam  iproses  ipersidangan  iberlangsung.  iPertimbangan  

ihakim  imerupakan  iaspek  iterpenting  idalam  ipembuatan  iputusan  iyang  imerupakan  

ipuncak  ipenentu  iterdakwa  idari  isuatu  iperkara  iyang  isedang  idiperiksa  idan  idiadili  ioleh  

ihakim.  iHakim  imemberikan  ikeputusannya  imengenai  ihal-hal  isebagai  iberikut:
5
 

a. Keputusan  imengenai  iperistiwanya,  iapakah  iterdakwa  itelah  imelakukan  

                                                
4

  iPaulus  iHadisuprapto,  iJuvenile  iDelinquency  iPemahaman  idan  iPenanggulangannya,  

iBandung:  iCitra  iAditya  iBakti,  i2008,  iHal.  i125. 
5

  iSudarto,  iHukum  idan  iHukum  iPidana,  iBandung,  iAlumnin  i1986,  iHal.  i74. 
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iperbuatan  iyang  idituduhkan  ikepadanya 

b. Keputusan  imengenai  ihukumnya,  iapakah  iperbuatan  iyang  idilakukan  iterdakwa  

iitu  imerupakan  isuatu  itindak  ipidana  idan  iapakah  iterdakwa  ibersalah  idan  idapat  

idipidana. 

c. Keputusan  imengenai  ipidananya,  iapabila  iterdakwa  imemang  idapat  idipidana. 

 

Dalam  imenjamin  ikeadilan  idalam  imenegakkan   ihukum  i,  idi  ipersidangan  iSudikno  

iMertokusumo  iberpendapat  iada  itiga  iunsur  iyang  iharus  iselalu  idiperhatikan  iyaitu  

iyuridis  i(kepastian  ihukum),  inilai  isosiologis  i(kemanfaatan)  idan  ifilosofis  i(keadilan),  

iberikut  ipenjelasannya:
6
 

a. Yuridis  i(kepastian  ihukum); 

Pertimbangan   iyuridis  imaksudnya  iadalah  ihakim  imendasarkan  iputusannya  ipada  

iketentuan  iperaturan  iperundang-undangan  isecara  iformil.  iHakim  isecara  iyuridis,  

itidak  iboleh  imenjatuhkan  ipidana  itersebut  ikecuali  iapabila  idengan  isekurang-

kurangnya  idua  ialat  ibukti  iyang  isah,  isehingga  ihakim  imemperoleh  ikeyakinan  ibahwa  

isuatu  itindak  ipidana  ibenar-benar  iterjadi  idan  iterdakwalah  iyang  ibersalah  

imelakukannya  i(Pasal  i183  iKUHAP).  iAlat  ibukti  iyang  isah  idimaksud  iadalah:  i(a)  

iKeterangan  iSaksi;  i(b)  iKeterangan  iAhli  i;  i(c)  iSurat;  i(d)  iPetunjuk;  i(e)  iKeterangan   

iTerdakwa  iatau  ihal  iyang  isecara  iumum  isudah  idiketahui  isehingga  itidak  iperlu  

idibuktikan  i(Pasal  i184).  iSelain  iitu  idipertimbangkan  ipula  ibahwa  iperbuatan  

                                                
6

  iSatjipto  iRahardjo,  i“Bunga  iRampai  iPermasalahan  idalam  iSistem  iPeradilan  iPidana”,  

i(Jakarta:  iPusat  iPelayanan  iKeadilan  idan  iPengabdian  iHukum,  i1998),Hal.  i10 
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iterdakwa  imelawan  ihukum  iformil  idan  imemenuhi  iunsur-unsur  itindak  ipidana  iyang  

idilakukan.  i 

b. Sosiologis  i(kemanfaatan); 

Pertimbangan  isosiologis  imaksudnya  ihakim  idalam  imenjatuhkan  ipidana  

ididasarkan  ipada  ilatar  ibelakang  isosial  iterdakwa  idan  imemperhatikan  ibahwa  ipidana  

iyang  idijatuhkan  imempunyai  imanfaat  ibagi  imasyarakat.  iHakim  idalam  

imemutuskan  isuatu  iperkara  idengan  imempertimbangka  ihal-hal  iyang  imeringankan  

idan  ihal-hal  iyang  imemberatkan. 

c. Filosofis  i(keadilan).   i 

Pertimbangan  ifilosofis  imaksudnya  ihakim  imempertimbangkan  ibahwa  ipidana  

iyang  idijatuhkan  ikepada  iterdakwa  imerupakan  iupaya  iuntuk  imemperbaiki  iperilaku  

iterdakwa  imelalui  iproses  ipemidanaan.  iHal  iini  ibermakna  ibahwa  ifilosofi  

ipemidanaan  iadalah  ipembinaan  iterhadap  ipelaku  ikejahatan  isehingga  isetelah  

iterpidana  ikeluar  idari  ilembaga  ipemasyarakatan,  iakan  idapat  imemperbaiki  idirinya  

idan  itidak  imelakukan  ikejahatan  ilagi. 

 

Sehingga  ihakim  idalam  iputusannya  iharus  imengandung  inilai  ikeadilan  idan  inilai  

ikepastian  ihukum  iserta  imengandung  imanfaat  ibagi  ipara  ipihak  iyang  ibersangkutan  

isehingga  ipertimbangan  ihakim  iharus  idisikapi  idengan  iteliti,  ibaik,  idan  icermat.  i 

 

2.  iTeori  iKeadilan 

Mahkamah  iAgung  itelah  imenemukan  ibahwa  iputusan  ihakim   iharus  

imempertimbangkan  ibeberapa  iaspek  iyang  ibersifat  iyuridis,  ifilosofis,  idan  isosiologis  
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isehingga  ikeadilan  iyang  idicapai,  idiwujudkan,  idan  idipertanggungjawabkan  idalam  

ikeputusan  ihakim  iadalah  ikeadilan  iyang  iberorientasi  ipada  inilai  ikeadilan  ihukum  i(legal  

ijustice),  ikeadilan  imoral  i(moral  ijustice),  idan  ikeadilan  imasyarakat  i(social  ijustice).
7
 

 

Keadilan  iprosedural  iadalah  ikeadilan  iyang  ididasarkan  ipada  iketentuan-ketentuan  i 

yang  idirumuskan  idari  iperaturan  ihukum  iformal,  iseperti  imengenai  itenggat  iwaktu  i 

maupun  isyarat-syarat  iberacara  idi  ipengadilan  ilainnya.  iKeadilan  isubstantif  iadalah  i 

keadilan  iyang  ididasarkan  ipada  inilai-nilai  iyang  ilahir  idari  isumber-sumber  ihukum  iyang  

iresponsif  isesuai  ihati  inurani.  iIndonesia  iadalah  inegara  iyang  imenganut  isistem  ihukum  

isipil  i(civil  ilaw  isystem)  iyang  isistem  ihukumnya  iberdasarkan  ipada  iundang-undang.  

iAkan  itetapi,  ipara  ihakim  idi  iIndonesia  ibisa  imelakukan  ipenemuan  ihukum  

i(rechtsvinding)  imelalui  iputusan-putusannya,  inamun  itetap  imenaati  iaturan  iyang  

idimana  ipara  ihakim  itidak  iboleh  imengacuhkan  iisi  iperaturan  iperundang-undangan.
8
 

 

Kepastian  imengandung  ibeberapa  iarti  iuntuk  imemuat  inilai  ikepastian  idi  idalam  ihukum,  

idiantaranya  iadanya  ikejelasan,  itidak  imenimbulkan  imultitafsir,  itidak  i  i  imenimbulkan  

ikontradiktif,  idan  idapat  idilaksanakan.  iHukum  iharus  iberlaku  itegas  idi  i 

dalam  imasyarakat,   imengandung  iketerbukaan  isehingga  isiapapun  idapat  imemahami  

imakna  iatas  isuatu  iketentuan  ihukum.  iPenegakan   ihukum  ipidana  imerupakan  iupaya  

iaparat  ipenegak  ihukum  iuntuk  imenjamin  ikepastian  ihukum,  isemua  iperlindungan  idan  

iketertiban  ihukum  ipada  iera  imodernisasi  idan  iglobalisasi  isekarang  iini  idapat  iterlaksana,  

                                                
7

  iSoerjono  iSoekanto,  iPengantar  iHukum,  iJakarta:  iUI  iPress,  i1986  iHal.  i125. 
8

  iMahkamah  iAgung  iRepublik  iIndonesia,  iPedoman  iPerilaku  iHakim  i(Code  iOf  iConduct),  

iKode  iEtik,  iJakarta,  iPusdiklat  iMA  iRI,  i2006,  iHal.  i126 
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iapabila  iberbagai  idimensi  ikehidupan  ihukum  iselalu  imenjaga  ikeselarasan,  

ikeseimbangan  idan  ikeserasian  iantara  imoralitas  isipil  iyang  ididasarkan   ioleh  inilai-nilai  

iaktual  idi  idalam  imasyarakat  iberadab.  iSebagai  isuatu  iproses  ikegiatan  iyang  imeliputi  

iberbagai  ipihak  itermasuk  imasyarakat  idalam  ikerangka  ipencapaian  itujuan,  iadalah  

ikeharusan  iuntuk  imelihat  ipenegakan  ihukum  ipidana  isebagai  isistem  iperadilan   ipidana.
9
 

 

1.4.2.  i  i  iKerangka  iKonseptual 

Penelitian  iini  imenggunakan  iberbagai  iistilah,  iuntuk  imengatasi  ikemungkinan  

iperbedaan  ipengertian  idari  iistilah-istilah  itersebut,maka  idi  ibawah  iini  iakan  idiuraikan  

idari  iistilah-istilah  itersebut  i:  i 

a. Pertimbangan   iHakim  i 

Pertimbangan  ihakim  imerupakan  isalah  isatu  iaspek  iyang  ipenting  idalam  imenentukan  

iterwujudnya  inilai  idari  isuatu  iputusan  ihakim  iyang  imengandung  ikeadilan,  ikepastian,  

idan  ikemanfaatan  ihukum  ibagi  ipara  ipihak  iyang  ibersangkutan  iagar  iputusan  iyang  

idikeluarkan  imenjadi  iputusan  iyang  iideal.  iHakim  idalam  imenjatuhkan  iputusan  itidak  

ihanya  imengacu   iterhadap  iundang-undang  isaja,  ikarena  ikemungkinan  idi  idalam  

iundang-undang  itidak  imengatur  isecara  ijelas  isehingga  ihakim  idituntut  iuntuk  idapat  

imenggali  inilai-nilai  ihukum,  iseperti  ihukum  iadat  idan  ihukum  itidak  itertulis  iyang  ihidup  

idalam  imasyarakat.
10

 

 

b.  iPutusan  idibawah  iminimum  ikhusus 

                                                
9

  iMardjono  iReksodiputro,  iSistem  iPeradilan  iPidana  iIndonesia,  iMelihat  iKejahatan  idan  

iPenegakan  iHukum  iDalam  iBatas-Batas  iToleransi,  iJakarta:  iPusat  iKeadilan  idan  iPengabdian  iHukum,  

i1994,  iHal.  i76. 
10

  iBusyo  iMuqaddas,  i“Mengkritik  iAsas-asas  iHukum  iAcara  iPerdata”,  iJurnal  iHukum  iIus  iQuia  

iIustum,  iVolume   i20  iNo.  i9  i(2002),  iHal.  i21. 
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Pengaturan  imengenai  ihukum  ipidana  idi  iIndonesia  iterbagi  imenjadi  i2  i(dua)  iyaitu  

ihukum  ipidana  iumum  idan  ihukum  ipidana  ikhusus.  iDalam  ihukum  ipidana  ikhusus  

iterdapat  ipengaturan   imengenai  ibatas  iminimum  ikhusus  idan  imaksimum  idalam  

ihukuman  ipenjatuhan  ipidananya  inamun  idalam  ipenerapannya  iterdapat  iputusan  ihakim  

iyang  imenyimpangi  iundang-undang  itersebut.  i 

 

1.5. Sistematika  iPenulisan 

Secara  ikeseluruhan  iproposal  iini  idisusun  idalam  i5  i(lima)  ibab  idengan  isistematika  

ipenulisan  idisusun  isebagai  iberikut: 

 

I. Pendahuluan 

Merupakan  ibab  iyang  ididalamnya  imembahas  itentang  ilatar  ibelakang  imasalah,  

ipermasalahan  idan  iruang  ilingkup  ipenelitian,  itujuan  idan  ikegunaan  ipenelitian,  

ikerangka  iteori  idan  ikonseptual,  idan  isistematika  ipenulisan. 

 

II.  i  i  iTinjauan  iPustaka  idan  iProfil  iInstansi 

Bab  iini  iberisi  iTinjauan  ipustaka  isebagai  ikonsep  iatau  ikajian  iyang  iberhubungan  idengan  

ipenyusunan  ipenulisan  idan  idiambil  idari  iberbagai  ireferensi  iatau  ibahan  ipustaka  iyang  

iterdiri  idari  ipengertian,  iputusan,  ikekuasaan  ikehakiman,  ipidana  idan  itindak  ipidana  idan  

itentang  iprofil  iinstansi  itempat  imagang  iyaitu  iPengadilan  iTinggi  iTanjungkarang. 

 

III.  i  iMetode  iPenelitian  idan  iPraktek  iKerja  iLapangan 

Merupakan  ibab  iyang  iberisi  iuraian  imengenai  ijenis  ipenelitian,  imetode  ipendekatan,  
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isumber  idata,  imetode  ipengumpulan  idata,  imetode  ipenyajian   idata  idan  ianalisis  idata. 

 

IV.  i  iPembahasan 

Merupakan  ibab  iyang  imemuat  ipembahasan  iberdasarkan  ihasil  ipenelitian  idari  ipokok  

ipermasalahan  itentang  iputusan  idibawah  iminimum  ikhusus  itindak  ipidana  inarkotika. 

 

V.  i  i  i  iPenutup 

Merupakan  ibab  ipenutup  iyang  iberisikan  ikesimpulan  idan  isaran  ipada  ihasil  ipembahasan  

ipenelitian  isesuai  idengan  ipermasalahan  iterkait  ipenelitian. 
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II  iTINJAUAN  iPUSTAKA  iDAN  iPROFIL  iINSTANSI 

 

 

2.1. Tinjauan  iPustaka 

2.1.1.  i  i  iPutusan 

Putusan  ihakim  idi  ipengadilan  idapat  idiklasifikasikan  imenjadi  idua  ijenis,  iyaitu:  i 

1. Putusan  iAkhir 

Dalam  ipraktiknya  iputusan  iakhir  ilazim  idisebut  idengan  iistilah  iputusan  iatau  ieind  

ivonnis  idan  imerupakan  ijenis  iputusan  ibersifat  imateriil.  iPada  ihakikatnya  iputusan  iini  

idapat  iterjadi  isetelah  imajelis  ihakim  imemeriksa  iterdakwa  iyang  ihadir  idi  ipersidangan  

isampai  idengan  ipokok  iperkara  iselesai  idiperiksa. 

2. Putusan  iyang  iBukan  iPutusan  iAkhir 

Putusan  ijenis  iini  imengacu  ipada  iketentuan  ipasal  i148,  iPasal  i156  iayat  i(1)  iKUHAP,  

iyakni  idalam  ihal  isetelah  ipelimpahan  iperkara  idan  iapabila  iterdakwa  idan  iatau  ipenasihat  

ihukumnya  imengajukan  ikeberatan/eksepsi  iterhadap  isurat  idakwaan  ijaksa/penuntut  

iumum.  iPada  ihakikatnya  iputusan  iyang  ibukan  iputusan  iakhir  idapat  iberupa,  iantara  ilain: 

a. Penetapan  iyang  imenentukan  itidak  iberwenangnya  ipengadilan  iuntuk  

imengadili  isuatu  iperkara  i(verklaring  ivan  ionbevoegheid)  ikarena  imerupakan  

ikewenangan  irelatif  ipengadilan  inegeri  isebagaimana  iketentuan  iPasal  i148  

iayat  i(1),  iPasal  i156  iayat   i(1)  iKUHAP.  i 
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b. Putusan  iyang  imenyatakan  ibahwa  idakwaan  ijaksa/penuntut  iumum  ibatal  idemi  

ihukum  i(nietig  ivan  irechtswege/null  iand  ivoid).  iHal  iini  idiatur  ioleh  iketentuan  

iPasal  i156  iayat  i(1),  iPasal  i143  iayat  i(2)  ihuruf  ib,  idan  iPasal  i143  iayat  i(3)  

iKUHAP. 

c. Putusan  iyang  iberisikan  ibahwa  idakwaan  ijaksa/penuntut  iumum  itidak  idapat  

iditerima  i(niet  iontvankelijk  iverklaard)  isebagaimana  iketentuan  iPasal  i156  

iayat  i(1)  iKUHAP 

Bentuk  ipenetapan  iatau  iputusan  iakhir  iini  isecara  iformal  idapat  imengakhiri  

iperkara  iapabila  iterdakwa  idan/atau  ipenasihat  ihukum  iserta  ipenuntut  iumum  

itelah  imenerima  iapa  iyang  idiputuskan  ioleh  imajelis  ihakim.  iAkan  itetapi,  isecara  

imateriil,  iperkara  idapat  idibuka  ikembali  iapabila  ijaksa/penuntut  iumum  

imelakukan  iperlawanan  iatau  iverzet  idan  ikemudian  iperlawanan/verzet  

idibenarkan  isehingga  ipengadilan  itinggi  imemerintahkan  ipengadilan  inegeri  

imelanjutkan  ipemeriksaan  iperkara  iyang  ibersangkutan.
11

 

 

Putusan  iPengadilan  imenurut  iPasal  i1  ibutir  i11  iKitab  iUndang-undang  iHukum  iAcara  

iPidana  iadalah  ipernyataan   ihakim  iyang  idiucapkan  idalam  isidang  ipengadilan   iterbuka,  

iyang  idapat  iberupa  ipemidanaan  iatau  ibebas  iatau  ilepas  idari  isegala  ituntutan  ihukum  

idalam  ihal  iserta  imenurut  icara  iyang  idiatur  idalam  iundang-undang  iini.  iSemua  iputusan  

ipengadilan  ihanya  isah  idan  imemiliki  ikekuatan  ihukum  ijika  idiucapkan  idi  isidang  iterbuka  

iuntuk  iumum. 

 

                                                
11

  i  iLilik  iMulyadi,  i2010,  iOp.cit,  iHal.  i127 
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Pada  iPutusan  ipengadilan  idapat  idigolongkan  ike  idalam  i3  i(tiga)  imacam,  iyaitu:
12

 

1. Putusan  iBebas  i 

Putusan  ibebas  iini  idijelaskan  ipula  ipada  iPasal  i191  iayat  i(1)  iKUHAP,  iyaitu: 

“Jika  iPengadilan   iberpendapat  ibahwa  idari  ihasil  ipemeriksaan  idisidang,  ikesalahan  

iterdakwa  iatas  iperbuatan  iyang  ididakwakan  ikepadanya  itidak  iterbukti  isecara  isah  

idan  imeyakinkan,  imaka  iterdakwa  idiputus  ibebas.” 

Dakwaan  itidak  iterbukti  iberarti  ibahwa  iapa  iyang  idisyaratkan  ioleh  iPasal  i183  

iKUHAP  itidak  iterpenuhi,  iPasal  i183  iberbunyi:  i“Hakim  itidak  iboleh  imenjatuhkan  

ipidana  ikepada  iseorang  ikecuali  iapabila  idengan  isekurang-kurangnya  idua  ialat  

ibukti  iyang  isah  iia  imemperoleh  ikeyakinan  ibahwa  isuatu  itindak  ipidana  ibenar-benar  

iterjadi  idan  ibahwa  iterdakwalah  iyang  ibersalah  imelakukannya” 

2. Putusan  iLepas 

Putusan  ilepas  idasar  ihukumnya  ipada  iPasal  i191  iAyat   i(2)  iKUHAP,  iyaitu: 

“Jika  ipengadilan  iberpendapat  ibahwa  iperbuatan  iyang  ididakwakan  ikepada  

iterdakwa  iterbukti,  itetapi  iperbuatan  iitu  itidak  imerupakan  isuatu  itindak  ipidana,  

imaka  iterdakwa  idiputus  ilepas  idari  isegala  ituntutan.” 

Pelepasan  idari  isegala  ituntutan  ihukum  idijatuhkan  iapabila  iterdapat  ihal-hal  iyang  

imenghapuskan  ipidana,  ibaik  iyang  imenyangkutkan  iperbuatan  isendiri  imaupun  

idiri  ipelaku,  imisalnya: 

a. Perbuatan  iyang  ididakwakan  iterbukti,  itepai  iperbuatan  ibukan  imerupakan  

itindak  ipidana 

                                                
12

  iTri  iAndrisman,  iGunawan  iJatmiko,  i2015,  iHukum  iAcara  iPidana,  iBandar  iLampung,  

iHal.104 
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b. perbuatan  iterbukti  isebagai  itindak  ipidana,  itetapi  iada  ialasan  ipenghapusan  

ipidana,  iseperti: 

1.)  Pasal  i44  iKUHP,  iyaitu  iorang  iyang  isakit  ijiwa  iatau  icacat  ijiwanya. 

2.)  Pasal  i48  iKUHP,  itentang  ikeadaan  imemaksa 

3.)  Pasal  i49  iKUHP,  itentang  imembela  idiri 

4.)  Pasal  i50  iKUHP,  iyakni  imelakukan  iperbuatan  iuntuk  imenjalankan  

iperaturan  iperundang-undangan 

5.)  Pasal  i51  iKUHP  imelakukan  iperintah  iyang  idiberikan  ioleh  iatasan  iyang  

isah. 

3. Putusan  iPemidanaan 

Dasar  iputusan  iini  iadalah  iPasal  i193  iAyat  i(3)  iKUHAP  iyang  iberbunyi: 

“Jika  ipengadilan  iberpendapat  ibahwa  iterdakwa  ibersalah  imelakukan  itindak  

ipidana  iyang  ididakwakan  ikepadanya,  imaka  ipengadilan  imenjatuhkan  ipidana” 

Adanya  ikesalahan  iterdakwa  idibuktikan  idengan  iminimal  iadanya  idua  ialat  ibukti  

idan  ihakim  iyakin  iakan  ikesalahan  iterdakwa  iitu  iberdasarkan  ialat  ibukti  iyang  iada. 

 

2.1.2.  i  i  iKekuasaan  iKehakiman 

Undang-Undang  iDasar  iNegara  iRepublik  iIndonesia  iTahun  i1945  i(UUD  i1945),  

ikhususnya  iPasal  i24  idalam  iBab  iIX  iKekuasaan  iKehakiman  isecara  ilimitatif  itelah  

imengemukakan  ihal-hal  isebagai  iberikut:  i

13
 

                                                
13

  iM.  iNasir  iDjamil,  i2018,  iMeluruskan  iArah  iManajemen  iKekuasaan  iKehakiman,  iJakarta  

i:Sekretariat  iJenderal  iKomisi  iYudisial  iRepublik  iIndonesia,  iBab  i1,  iHal.  i180. 
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1. Kekuasaan  ikehakiman  imerupakan  ikekuasaan  iyang  imerdeka  iuntuk  

imenyelenggarakan  iperadilan  iguna  imenegakkan  ihukum  idan  ikeadilan.  i 

2. Kekuasaan  ikehakiman  idilakukan  ioleh  isebuah  iMahkamah  iAgung  idan  ibadan  

iperadilan  iyang  iberada  idi  ibawahnya  idalam  ilingkungan  iperadilan  iumum,  

ilingkungan  iperadilan  iagama,  ilingkungan  iperadilan  imiliter,  ilingkungan  

iperadilan  itata  iusaha  inegara,  idan  ioleh  isebuah  iMahkamah  iKonstitusi. 

3. Badan-badan  ilain  iyang  ifungsinya  iberkaitan  idengan  ikekuasaan  ikehakiman  

idiatur  idalam  iundang-undang. 

 

Ketentuan  idalam  iPasal  i24  iayat  i(1)  iUUD  i1945  imenegaskan  iprinsip  ipokok  idalam  

ikekuasaan  ikehakiman,   iyakni  ikemerdekaan  iperadilan  iatau  iindependensi  iperadilan.  

iIntinya,  ikekuasaan  ikehakiman  iharus  iindependen  idalam  ipengertian  isecara  istruktural  

ilepas  idari  icampur  itangan  icabang-cabang  ikekuasaan  ilainnya,  iyakni  icabang  ikekuasaan  

ilegislatif  idan  ieksekutif,  iserta  isecara  ifungsional  idalam  imemeriksa,  imengadili  idan  

imemutus  isetiap  ihakim  itidak  idipengaruhi  iatau  idicampuri  ioleh  iberbagai  ikekuatan  

iekstra-yudisial,  iseperti  ikekuatan  ipolitik,  iekonomi  iatau  iopini  ipublik.
14

 

 

Dalam  idefinisi  iumumnya  ikekuasaan  ikehakiman   iadalah  isuatu  ikekuasaan  iyang  

imerdeka  iuntuk  imenyelenggarakan  iperadilan  idalam  iupaya  ipenegakan  ihukum  iyang  

ibersifat  iadil.  iDi  idalam  iPasal  i1,  iBab  iI  idari  iUU  iNomor  i4  iTahun  i2004  itentang  

iKekuasaan  iKehakiman  idikemukakan  isecara  itegas:  i 

“Kekuasaan  ikehakiman  iadalah  ikekuasaan  inegara  iyang  imerdeka  iuntuk  

imenyelenggarakan  iperadilan  iguna  imenegakkan  ihukum  idan  ikeadilan  

                                                
14

  iIbid,  iBab  i1,  iHal.  i28. 
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iberdasarkan  iPancasila,  idemi  iterselenggaranya  iNegara  iHukum  iRepublik  

iIndonesia”.  i 

Kemudian  idi  iPasal  i2  iUU  iyang  idimaksud  ijuga  itelah  idikemukakan  ihal  isebagai  iberikut:  i 

“Penyelenggaraan  ikekuasaan  ikehakiman  isebagaimana  idimaksud  idalam  

iPasal  i1  idilakukan  ioleh  isebuah  iMahkamah  iAgung  idan  ibadan  iperadilan  iyang  

iberada  idi  ibawahnya  idalam  ilingkungan  iperadilan  iumum,  ilingkungan  

iperadilan  iagama,  ilingkungan  iperadilan  imiliter,  ilingkungan  iperadilan  itata  

iusaha  inegara,  idan  ioleh  isebuah  iMahkamah  iKonstitusi”.  i 

Dalam  ihal  iini,  ihakim  ibukanlah  isebagai  ipenyelenggara  ikekuasaan  ikehakiman,  itetapi  

ihanya  isebagai  ipejabat  ikekuasaan  ikehakiman.  iSedangkan  iyang  imelakukan  ikekuasaan  

ikehakiman  iadalah  iMahkamah  iAgung  i(MA),  ibadan-badan  iperadilan  iyang  iberada  idi  

ibawah  iMA  idan  iMahkamah  iKonstitusi  i(MK)  isesuai  iyang  iditentukan  idi  idalam  iPasal  

i24  iayat  i(2)  iUUD  i1945.
15

 

 

Begitu  ibesarnya  ikekuasaan  ihakim  iini  isehingga  isetiap  ipersoalan  iyang  idatang  

ikepadanya  iwalaupun  itidak  ijelas,  itidak  ilengkap,  ibahkan  itidak  iada  iaturannya  iseorang  

ihakim  iwajib  imemutus  iperkara  itersebut  idengan  iberusaha  imenggali  iatau  imelakukan  

ipenemuan  ihukum  i(rechtsvinding).  iThe  iBangalore  iPrinciples  imencantumkan  iadanya  

ienam  iprinsip  ipenting  iyang  iharus  idijadikan  ipegangan  ibagi  ipara  ihakim  idi  idunia,  iyaitu  

iprinsip-prinsip: 

a. Independensi  i(Independence  iPrinciple); 

b. Ketidakberpihakan  i(Impartiality  iPrinciple); 

c. Integritas  i(Integrity  iPrinciple); 

                                                
15

  iM.  iNasir  iDjamil,  iOp  icit,  iHal.  i181 
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d. Kepantasan  idan  iKesopanan  i(Proprietary  iPrinciple); 

e. Kesetaraan  i(Equality  iPrinciple). 

f. Kecakapan  idan  iKesaksamaan  i(Competence  iand  iDiligence  iPrinciple). 

Keenam  iprinsip  ietika  ihakim  iitu  imenjadikan  ihakim  iIndonesia  iuntuk  imerumuskan  

isendiri  ikode  ietik  iyang  iberlaku  idi  iIndonesia.  iDalam  ihubungan  iini,  iMahkamah  

iKonstitusi  itelah  imenetapkan  iKode  iEtik  iHakim  iKonstitusi  isebagaimana  idalam  ihal  iini  

itertuang  idalam  iPeraturan  iMahkamah  iKonstitusi  iNo.07/PMK/2005. 

 

Putusan  ihakim  isangat  idiperlukan  iuntuk  imenyelesaikan  isuatu  iperkara  ipidana.  iHakim  

idalam  imemutus  isuatu  iperkara  ipidana  imemiliki  iteori-teori  iyang  idapat  idipergunakan  

idalam  imemutus  isuatu  iperkara  ipidana.  iMenurut  iMackenzie  iada  ibeberapa  iteori  iatau  

ipendekatan  iyang  idapat  idipergunakan  ioleh  ihakim  idalam  ipenjatuhan  iputusan  idalam  

isuatu  iperkara,  iyaitu  isebagai  iberikut: 

a. Teori  iPendekatan  iSeni  idan  iIntuisi  i 

  i  i  i  i  iPenjatuhan  iputusan  ioleh  ihakim  imerupakan  idiskresi  iatau  ikewenangan  idari  

ihakim.  iSebagai  idiskresi,  idalam  ipenjatuhan  iputusan  ihakim  imenyesuaikan  

idengan  ikeadaan  idan  ipidana  iyang  iwajar  ibagi  isetiap  ipelaku  itindak  ipidana,  ihakim  

iakan  imelihat  ikeadaan  ipihak  iterdakwa  iatau  ipenuntut  iumum  idalam  iperkara  

ipidana.  iPendekatan  iseni  idipergunakan  ioleh  ihakim  idalam  ipenjatuhan  iputusan,  

ilebih  iditentukan  ioleh  iinsting  iatau  iintuisi  idari  ipada  ipengetahuan  idari  ihakim. 

b. Teori  iPendekatan  iKeilmuan 

  i  i  i  iTitik  itolak  idari  iteori  iini  iadalah  ipemikiran  ibahwa  iproses  ipenjatuhan  ipidana  iharus  

idilakukan  isecara  isistematik  idan  ipenuh  ikehati-hatian  ikhususnya  idalam  
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ikaitannya  idengan  iputusan-putusan  iterdahulu  idalam  irangka  imenjamin  

ikonsistensi  idari  iputusan  ihakim.  iPendekatan  ikeilmuan  iini  imerupakan  isemacam  

iperingatan  ibahwa  idalam  imemutus  isuatu  iperkara,  ihakim  itidak  iboleh  isemata-

mata  iatas  idasar  iintuisi  iatau  iinsting  isemata,  itetapi  iharus  idilengkapi  idengan  iilmu  

ipengetahuan  ihukum  idan  ijuga  iwawasan  ikeilmuan  ihakim  idalam  imenghadapi  

isuatu  iperkara  iyang  iharus  i  idiputuskannya. 

c. Teori  iPendekatan  iPengalaman  i 

  i  i  i  i  iPengalaman  idari  iseorang  ihakim  imerupakan  ihal  iyang  idapat  imembantunya  idalam  

imenghadapi  iperkara-perkara  iyang  idihadapinya  isehari-hari,  ikarena  idengan  

ipengalaman  iyang  idimilikinya,  iseorang  ihakim  idapat  imengetahui  ibagaimana  

idampak  idari  iputusan  iyang  idijatuhkan  idalam  isuatu  iperkara  ipidana  iyang  

iberkaitan  idengan  ipelaku,  ikorban  imaupun  imasyarakat. 

d. Teori  iRatio  iDecidendi 

  i  iTeori  iini  ididasarkan  ipada  ilandasan  ifilsafat  iyang  imendasar  iyang  

imempertimbangkan  isegala  iaspek  iyang  iberkaitan  idengan  ipokok  iperkara  iyang  

idisengketakan,  ikemudian  imencari  iperaturan  iperundang-undangan  iyang  

irelevan  idengan  ipokok  iperkara  iyang  idisengketakan  isebagai  idasar  ihukum  idalam  

ipenjatuhan  iputusan,serta  ipertimbangan  ihakim  iharus  ididasarkan  ipada  imotivasi  

iyang  ijelas   iuntuk  imenegakkan  ihukum  idan  imemberikan  ikeadilan  ibagi  ipara  

ipihak  iyang  iberperkara. 

e. Teori  iKebijaksanaan 
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  i  i  i  iTeori  iini  idiperkenalkan  ioleh  iMade  iSadhi  iAstuti,  idi  imana  isebenarnya  iteori  iini  

iberkenaan  idengan  iputusan  ihakim  idalam  iperkara  idi  iPengadilan  ianak.  iAspek  iini  

imenekankan  ibahwa  ipemerintah,  imasyarakat,  ikeluarga  idan  iorang  itua  iikut  

ibertanggung  ijawab  iuntuk  imembimbing,  imembina,  imendidik  idan  imelindungi  

ianak,  iagar  ikelak  idapat  imenjadi  imanusia  iyang  iberguna  ibagi   ikeluarga,  

imasyarakat  idan  ibagi  ibangsanya.  iTeori  ikebijaksanaan  imempunyai  ibeberapa  

itujuan  iyaitu,  isebagai  iupaya  iperlindungan  iterhadap  imasyarakat  idari  isuatu  

ikejahatan;  isebagai  iupaya  iperlindungan  iterhadap  iterdakwa  iyang  itelah  

imelakukan  itindak  ipidana;  idan  iuntuk  imemupuk  isolidaritas  iantara  ikeluarga  

idengan  imasyarakat  idalam  irangka  imembina,  imemelihara  idan  imendidik  ipelaku  

itindak  ipidana,  idan  iyang  ikeempat  i  isebagai  ipencegahan  iumum  idan  ikhusus.
16

 

 

Selain  imenggunakan  iteori-teori  idi  iatas,  ihakim  idalam  imemutus  iperkara  ipidana  iharus  

iberdasarkan  ialat-alat  ibukti  iyang  iberhubungan  idengan  iperkara.  iKeterangan  iseorang  

isaksi  isaja  itidak  icukup  iuntuk  imembuktikan  ibahwa  iterdakwa  ibersalah  iterhadap  

iperbuatan  iyang  ididakwakan  ikepadanya.
17

  iOleh  isebab  iitu  idalam  imenjatuhkan  

iputusan  ikepada  iterdakwa,  ihakim  iharus  imemiliki  isekurang-kurangnya  idua  ialat  ibukti  

iyang  isah,sehingga  ihakim  imemperoleh  ikeyakinan  ibahwa  isuatu  itindak  ipidana  ibenar-

benar  iterjadi  idan  iterdakwalah  iyang  ibersalah  imelakukannya.
18

Di  iDalam  iKUHAP  

imenerangkan  ialat  ibukti  iyang  isah  iyaitu: 

                                                
16

  iAhmad  iRifai,  iPenemuan  iHukum  iOleh  iHakim  idalam  iPerspektif  iHukum  iProgresif,  iJakarta  i:  

iSinar  iGrafika,  i2018,  iHal.  i105. 
17

  iIndonesia,  iKitab  iUndang-Undang  iHukum  iAcara  iPidana,  iPs.  i185  iAyat  i(2) 
18

  iIbid,  iPs.  i183 
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a. Keterangan  iSaksi. 

b. Keterangan  iAhli. 

c. Surat 

d. Petunjuk. 

e. Keterangan  iTerdakwa  iatau  ihal  iyang  isecara  iumum  isudah  idiketahui  i  isehingga  

itidak  iperlu  idibuktikan.
19

 

 

Di  iDalam  iputusan  ipengadilan  iharus  iterdapat  ipertimbangan-pertimbangan  imengenai  

ihal-hal  iyang  idapat  imemberatkan  idan  imeringankan  iputusan,  ipertimbagan   itersebut  

idijadikan  ialasan  ioleh  ihakim  idalam  imenjatuhkan  iputusannya  ibaik  iitu  iberupa  iputusan  

ipemidanaan  idan  iyang  ilain  isebagainya.  iPertimbangan  imengenai  ihal-hal  iyang  

imemberatkan  idan  imeringankan  iterdakwa  iini  idiatur  idalam  iPasal  i197  ihuruf  id  idan  i197  

ihuruf  if  iKUHAP  idalam  iPasal  i197  ihuruf  id  imenentukan  i“Pertimbangan  iyang  idisusun  

isecara  iringkas  imengenai  ifakta  idan  ikeadaan  ibeserta  ialat  ipembuktian  iyang  idiperoleh  

idari  ipemeriksaan  idisidang  iyang  imenjadi  idasar  ipenentuan  ikesalahan  iterdakwa”.  

iSedangkan  ipada  iPasal  i197  ihuruf  if  imenentukan  i“Pasal  iperaturan  iperundang-

undangan  iyang  imenjadi  idasar  ipemidanaan  iatau  itindakan  idan  iperaturan  iperundang-

undangan  iyang  imenjadi  idasar  ihukum  idari  iputusan,  idisertai  ikeadaan  iyang  

imemberatkan  idan  imeringankan  iterdakwa".
20

 

 

                                                
19

  iIbid,  iPs.  i184 
20

  iNur  iAfifah  idan  iRahmiati,  i2015,  iPertimbangan  iHakim  iDalam  iPenjatuhan  iPidana  iTerkait  

iHal  iYang  iMemberatkan  iDan  iMeringankan  iPutusan,  iBanda  iAceh,  iJurnal  iIlmu  iHukum.   iNo.  i66.  

iFakultas  iHukum.  iUNSYIAH.  iHal.  i344-345. 
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2.1.3.  i  i  iPidana  idan  iTindak  iPidana 

1. Definisi  iTindak  iPidana 

Tindak  ipidana  iadalah  iperbuatan  iyang  imelanggar  ilarangan  iyang  idiatur  ioleh  iaturan  

ihukum  iyang  idiancam  idengan  isanksi  ipidana.  iKata  itindak  ipidana  iberasal  idari  iistilah  

iyang  idikenal  idalam  ihukum  ipidana  iBelanda,  iyaitu  istrafbaar  ifeit,  ikadang-kadang  ijuga  

imenggunakan  iistilah  idelict,  iyang  iberasal  idari  ibahasa  ilatin  idelictum.
21

  iStrafbaar  ifeit  

isendiri  iterdiri  idari  itiga  ikata  iyaitu  istraf  iyang  iditerjemahkan  idengan  ipidana  idan  ihukum,  

ibaar  iyang  iditerjemahkan  idengan  idapat  iatau  iboleh  idan  ikata  ifeit  iyang  iditerjemahkan  

idengan  itindak,  iperistiwa,  ipelanggaran  idan  iperbuatan. 

 

Kata  iStrafbaar  ifeit  ikemudian  iditerjemahkan  idalam  iberbagai   iterjemahan  idalam  

ibahasa  iIndonesia.  iPenerapan  ikata  iyang  idigunakan  iuntuk  imenerjemahkan  ikata  

iStrafbaar  ifeit  ioleh  isarjana-sarjana  iIndonesia  iantara  ilain  isebagai  iberikut  i:
22 

a. Teori  iTindak  iPidana,  idapat  idikatakan  iberupa  iistilah  iresmi  idalam  iperundang-

undangan  ipidana  iIndonesia.  iDalam  ihampir  iseluruh  iperaturan   iperundang  

iundangan  imenggunakan  iistilah  itindak  ipidana,seperti  idalam  iUU  iNo.  i6  iTahun  

i1982  itentang  iHak  iCipta,  iUU  iNo.  i11/PNPS/1963  itentang  iPemberantasan  

iTindak  iPidana  iSubversi,  iUU  iNo.  i3  iTahun  i1971  itentang  iPemberantasan  iTindak  

iPidana  iKorupsi  i(diganti  idengan  iUU  iNo.  i31  iTahun  i1999),  idan  iperundang-

undangan  ilainnya.  iAhli  ihukum  iyang  imenggunakan  iistilah  iini  iseperti  iProf.  iDr.  

iWirjono  iProdjodikoro,  iS.H. 

                                                
21

Tofik  iYanuar  iChandra,  i2022,  iHukum  iPidana  iFinal,  iJakarta  i:  iPT.  iSangir  iMulti,  iHal.  i39 
22

Ibid,  iHal.  i42. 
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b. Peristiwa  ipidana,  idigunakan  ioleh  ibeberapa  iahli  ihukum,  imisalnya:  iMr.  iR.  

iTresna  idalam  ibukunya   iAsas-asas  iHukum  iPidana,  iMr.  iDrs.  iH.J  ivan  

iSchravendijk  idalam  ibuku  iPelajaran  itentang  iHukum  iPidana  iIndonesia,  iProf.  iA.  

iZainal  iAbidin,  iS.H.,  idalam  ibuku  ibeliau  iHukum  iPidana.  iPembentuk  iUndang-

Undang  ijuga  ipernah  imenggunakan  iistilah  iperistiwa  ipidana,  iyaitu  idalam  

iUndang-undang  iDasar  iSementara  itahun  i1950  i(baca  iPasal  i14  iayat  i1).  i 

c. Delik,  iyang  isebenarnya  iberasal  idari  ibahasa  ilatin,  i“delictum”  ijuga  idigunakan  

iuntuk  imenggambarkan  itentang  iapa  iyang  idimaksud  idengan  istrafbaar  ifeit.  

iIstilah  iini  idapat  idijumpai  idalam  iberbagai  iliteratur,  imisalnya  iProf.  iDrs.  iE.  

iUtrecht,  iS.H.,  iwalaupun  ijuga  ibeliau  imenggunakan  iistilah  ilain,  iyakni  iperistiwa  

ipidana  i(dalam  ibuku  iHukum  iPidana  iI).  iProf.  iA.  iZainal  iAbidin  idalam  ibuku  

ibeliau  iHukum  iPidana  iI.  iProf.  iMoeljatno  ipernah  ijuga  imenggunakan  iistilah  iini,  

iseperti  ipada  ijudul  ibuku  ibeliau  iDelik-delik  iPercobaan  iDelik-delik  iPenyertaan,  

iwalaupun  imenurut  ibeliau  ilebih  itepat  idengan  iistilah  iperbuatan  ipidana. 

d. Pelanggaran   iPidana,  idapat  idijumpai  idalam  ibuku  iPokok-pokok  iHukum  iPidana  

iyang  iditulis  ioleh  iMr.  iM.H.  iTirtaamijaya.  i 

e. Perbuatan  iyang  iboleh  idihukum,  iistilah  iini  idigunakan  ioleh  iMr.  iKarni  idalam  

ibuku  ibeliau  iRingkasan  itentang  iHukum  iPidana.  iBegitu  ijuga  iSchravendijk  

idalam  ibukunya  iBuku  iPelajaran  itentang  iHukum  iPidana  iIndonesia. 

f. Perbuatan  iyang  idapat  idihukum,  idigunakan  ioleh  iPembentuk  iUndang-undang  

idalam  iUndang-Undang  iNo.  i12/Drt/1951  itentang  iSenjata  iApi  idan  iBahan  

iPeledak  i(baca  iPasal  i3). 
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g. Perbuatan  iPidana,  idigunakan  ioleh  iProf.  iMr.  iMoeljatno  idalam  iberbagai  itulisan  

ibeliau,  imisalnya  idalam  ibuku  iAsas-asas  iHukum  iPidana. 

 

Moeljatno  ikemudian  imemiliki  ipenafsiran  iyang  iberbeda  imengenai  itindak  ipidana  idan  

iperbuatan  ipidana.  iMoeljatno  imenjelaskan  ibahwa  i:
23

 

“Perbuatan  ipidana  imerupakan  iperbuatan  iyang  idilarang  ioleh  isuatu  iaturan  

ihukum  iyang  idimana  idisertai  idengan  iancaman  ipidana  i(sanksi),  ibagi  

ibarangsiapa  iyang  imelanggar  ilarangan  itersebut.  iSedangkan  iistilah  itindak  

ipidana  imerupakan  iistilah  iyang  iberasal  idari  ikementrian  ikehakiman   idan  isering  

idipakai  idalam  iperaturan  iperundang-undangan.  iIstilah  itindak  ipidana  ibiasa  

idisamakan  idengan  istrafbaar  ifeit,  isedangkan  iperbuatan  ipidana  ibukan  

idemikian  ihalnya.” 

 

Untuk  imenjatuhkan  ipidana  iterhadap  ipelaku  iperlu  iditetapkan  iperbuatan  iapa  isaja  iyang  

itermasuk  idalam  ikategori  itindak  ipidana  isesuai  idengan  iprinsip  iatau  iAsas  iLegalitas  

iyaitu  itiada  isatu  iperbuatan  ipun  iyang  idapat  idipidana  imelainkan  ikarena  ikekuatan  iaturan  

ipidana  iyang  iada  isebelum  iperbuatan  itersebut  idilakukan.
24

 

 

2.  iUnsur-unsur  iTindak  iPidana 

Seseorang  idapat  idijatuhi  ipidana  ijika  iorang  iitu  itelah  imemenuhi  iunsur-unsur  itindak  

ipidana  isesuai  idengan  iyang  idirumuskan  idalam  iKUHP,  ikarena  ipada  iumumnya  ipasal-

pasal  iyang  iada  idi  idalam  iKUHP  iterdiri  idari  iunsur-unsur  itindak  ipidana.  iDalam  ihukum  

ipidana  idikenal  idengan  idua  ipandangan  itentang  iunsur-unsur  itindak  ipidana  iyaitu  

ipandangan  imonistis  idan  ipandangan  idualistis.  iPandangan  imonistis  iadalah  ipandangan  

iyang  imelihat  isyarat,  iuntuk  iadanya  ipidana  iharus  imencakup  idua  ihal  iyakni  isifat  idan  

                                                
23

Moeljatno,2015,  iAsas-Asas  iHukum  iPidana,  iJakarta  i:  iPT   iRineka  iCipta,  iHal.  i59-61. 
24

  iPasal  i1  iAyat  i1  iKitab  iUndang-Undang  iHukum  iPidana. 
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iperbuatan.  iMenurut  ipandangan  iini  ibahwa  idi  idalam  ipengertian  iperbuatan  iatau  itindak  

ipidana  isudah  imencakup  idi  idalamnya  iperbuatan  iyang  idilarang  i(criminal  iact)  idan  

ipertanggungjawaban  ipidana  iatau  ikesalahan  i(criminal  iresponsibility). 

 

Lamintang,  imenjelaskan  itentang  iunsur-unsur  itindak  ipidana  iyaitu  i:
25

 

a. Unsur-unsur  isubjektif  iadalah  iunsur-unsur  iyang  imelekat  ipada  idiri  isi  ipelaku  iatau  

iyang  iberhubungan  ilangsung  idengan  idiri  isi  ipelaku,  idan  itermasuk  ike  idalamnya   

iyaitu  isegala  isesuatu  iyang  iterkandung  idi  idalam  ihatinya; 

b. Unsur-unsur  iobjektif  iadalah  iunsur-unsur  iyang  iada  ihubungannya  idengan  

ikeadaan-keadaan,  imaksudnya  iyaitu  ikeadaan-keadaan  idimana  itindakan  

itersebut  idilakukan  ioleh  isi  ipelaku. 

 

Moeljatno  imengemukakan  iunsur-unsur  itindak  ipidana  isebagai  iberikut:
26

  i 

a. Perbuatan  imanusia; 

b. Memenuhi  irumusan  iundang-undang; 

c. Bersifat  imelawan  ihukum. 

Dapat  ipenulis  isimpulkan  iseseorang  idapat  idipidana  iapabila  imemenuhi  isemua  iunsur-

unsur  itindak  ipidana  isesuai  idengan  iKUHP  iatau  iundang-undang  iyang  iberlaku  idi  

iIndonesia  idan  ijika  iunsur-unsur  itindak  ipidana  itersebut  itidak  iterpenuhi  imaka  

iseseorang  itersebut  itidak  iakan  idijatuhkan  ipidana,  ikarena  idianggap  itidak  imelakukan  

ikejahatan. 

                                                
25

  iP.A.F.  iLamintang,  i1997,  iDasar-Dasar  iHukum  iPidana  iIndonesia.  iBandung  i:  i  iPT.  iCitra  

iAditya   iBakti.  iHal.  i193 
26

  iSahat  iMaruli  iT.  iSitumeang,  i2021,  iBuku  iAjar  iKriminologi,  iBandung  i:  iRajawali  iBuana  

iPusaka,  i  i  i  iHal.  i6. 
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3.  iPertanggungjawaban  iPidana 

Dalam  imenentukan  idan  imengidentifikasi  iseseorang  imelakukan  itindak  ipidana  imaka  

iperlu  iuntuk  idimintakan  ipertanggungjawaban  ipidana  iterhadapnya,  ikarena  iperbuatan  

ipidana  i(actus  ireus/criminal  iact)  itidaklah  icukup  iuntuk  imenyatakan  iseseorang  

ibersalah. 

 

Aturan  ihukum  imengenai   ipertanggungjawaban  ipidana  iberfungsi  isebagai  ipenentu  

isyarat-syarat  iyang  iharus  iada  ipada  idiri  iseseorang  isehingga  isah  ijika  idijatuhi  ihukuman.  

iPertanggungjawaban   ipidana  iyang  imenyangkut  imasalah  ipembuat  idari  itindak  ipidana,  

iaturan  imengenai  ipertanggungjawaban  ipidana  imerupakan  iregulasi  imengenai  icara  

iseperti  ibagaimana  iperaturan  itersebut  imemperlakukan  imereka  iyang  imelanggar  

ikewajiban.  iJadi  iperbuatan  iyang  idilarang  ioleh  imasyarakat  iitu  

idipertanggungjawabkan  ipada  isi  ipembuatnya,  iartinya  ihukuman  iyang  iobjektif  

iterhadap  ihukuman  iitu  ikemudian  iditeruskan  ikepada  isi  iterdakwa.  

iPertanggungjawaban  ipidana  itanpa  iadanya  ikesalahan  idari  ipihak  iyang  imelanggar  

itidak  idapat  idipertanggungjawabkan.  iJadi  iorang  iyang  itidak  imungkin  

idipertanggungjawabkan   idan  idijatuhi  ipidananya  ikalau  itidak  imelakukan  iperbuatan  

ipidana.  iTetapi  imeskipun  idia  imelakukan  iperbuatan  ipidana  itidak  iselalu  idia  idapat  

idipidana.
27

 

 

                                                
27

  iFadilan,  iAryo.  i2020,  i“Pertanggungjawaban   iPidana  idalam  iSuatu  iKerangka.  iTeoritis”  

idalam  iJurnal  iHukum  iPositum  iVol.5,  iNo.2  i 
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Menurut  iSimons,  isebagai  idasar  ipertanggungjawaban  ipidana  iadalah  i  ikesalahan  iyang  

iterdapat  ipada  ijiwa  ipelaku  idalam  ihubungannya  i(kesalahan  iitu)  idengan  ikelakukan  

iyang  idapat  idipidana  idan  iberdasarkan  ikejiwaan  iitu  ipelaku  idapat  idicela  ikarena  

ikelakuannya.  iUntuk  iadanya  ikesalahan  ipada  ipelaku  iharus  idicapai   idan  iditentukan  

iterlebih  idahulu  ibeberapa  ihal  iyang  imenyangkut  ipelaku,  iyaitu:
28

 

a. Kemampuan  ibertanggungjawab,  iDalam  ihal  iini  idefinisi  ikemampuan  

ibertanggung  ijawab  itidak  iada  idi  iketentuan  iKUHP,  itetapi  iada  ipasal  iyang  

iberkaitan  idengan  ihal  iini  iialah  iPasal  i44:  i“Barang  isiapa  imelakukan  iperbuatan  

iyang  itidak  idapat  idipertanggungjawabkan  ikepadanya,  ikarena  ijiwanya  icacat  

idalam  itubuhnya  iatau  ijiwa  iyang  iterganggu  ikarena  ipenyakit  itidak  idipidana”.o 

b. Hubungan,  ikejiwaan  iantara  ipelaku  idan  iakibat  iyang  iditimbulkan  i(termasuk  ipula  

ikelakuan  iyang  itidak  ibertentangan  idalam  ihukum  idalam  ikehidupan  isehari  ihari;  i 

c. Dolus  idan  iculpa,  ikesalahan  imerupakan  iunsur  isubjektif  idari  itindak  ipidana.  iHal  

iini  isebagai  ikonsekuensi  idari  ipendapatnya  iyang  imenghubungkan  

i(menyatukan)  istrafbaar  ifeit  idengan  ikesalahan. 

Menurut  iMoeljatno,  iuntuk  iadanya  ikemampuan  ibertanggung  ijawab  iseseorang  iharus  

i:
29

 

a. Mampu  imembedakan  iantara  iperbuatan  iyang  ibaik  idan  iyang  iburuk;  iyang  isesuai  

ihukum  idan  iyang  imelawan  ihukum.  i 

b. Kemampuan  iuntuk  imenentukan  ikehendaknya  imenurut  ikeinsafan  itentang  ibaik  

idan  iburuknya  iperbuatan  itersebut.  i 

                                                
28

  iOemar  iSeno  iAdji,  i1991,  iEtika  iProfesional  iDan  iHukum  iPertanggungjawaban   iPidana,  

iJakarta:  iErlangga,  iHal.  i34 
29

Moeljatno,  iOp.cit,  iHal.  i178-179  i 
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Berdasarkan  ipenjelasan  itersebut,  iyang  ipertama  imerupakan  ifaktor  iakal  i(intelektual  

ifactor)  iyaitu  idapat  imembedakan  iantara  iperbuatan  iyang  idiperbolehkan  idan  iperbuatan  

iyang  idilarang  idalam  ihukum  ipidana.  iSedangkan  iyang  ikedua  imerupakan  ifaktor  

iperasaan  iatau  ikehendak  i(volitional  ifactor),  iyaitu  ikemampuan  imenyesuaikan  itingkah  

ilakunya  idengan  ikeinsyafan  iatas  ihal  iyang  idiperbolehkan  idan  ihal  iyang  idilarang  idalam  

ihukum  ipidana.
30

 

Dalam  iPasal  i44  iKUHPidana  imengatur  imengenai  ialasan  ipeniadaan  ipidana  iyaitu  

iketidakmampuan  ibertanggung  ijawab.  iArtinya  ipelaku  itindak  ipidana  iyang  itidak  

imampu  imempertanggungjawabkan  iperbuatannya  itidak  idapat  idipidana. 

a. Kesengajaan 

Secara  iumum,para  ipakar  ihukum  ipidana  itelah  imenerima  iadanya  i3  i(tiga)  i  ibentuk  

ikesengajaan  i(opzet),  iyakni  i:
31

 

1.)   iKesengajaan  isebagai  imaksud  i 

Agar  idibedakan  iantara  i"maksud"  idengan  i"motif”.  iSehari-hari  imotif  

idiidentikan  idengan  itujuan; 

2.)   iKesengajaan  idengan  ikeinsafan  ipasti  i 

Si  ipelaku  imengetahui  ipasti  iatau  iyakin  ibenar  ibahwa  iselain  iakibat  idimaksud,  

iakan  iterjadi  isesuatu  iakibat  ilain.  iSi  ipelaku  imenyadari  ibahwa  idengan  

imelakukan  iperbuatan  iitu,  ipasti  iakan  itimbul  iakibat  ilain; 

3.)   iKesengajaan  idengan  ikeinsyafan  ikemungkinan.  i 

                                                
30

  iIbid,  iHal.  i179  
31

  iAyu  iEfrita  idewi,  i2020,  iModul  iHukum  iPidana,  iRiau  i:  iUmrah,  iHal  i16-17 
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Kesengajaan  iini  ijuga  idisebut  i"kesengajaan  idengan  ikesadaran  

ikemungkinan",  ibahwa  iseseorang  imelakukan  iperbuatan  idengan  itujuan  

iuntuk  imenimbulkan  isesuatu  iakibat  itertentu.  iAkan  itetapi,  isi  ipelaku  

imenyadari  ibahwa  imungkin  iakan  itimbul  iakibat  ilain  iyang  ijuga  idilarang  idan  

idiancam  ioleh  iUndang-Undang. 

b. Kealpaan 

Pada  iumumnya  ipara  ipakar  iberpendapat  ibahwa  ikealpaan  iadalah  ibentuk  ikesalah  

iyang  ilebih  iringan  idari  ikesengajaan  ikarena  ikesengajaan  iadalah  isuatu  ihal  iyang  

idikehendaki  isedangkan  ikealpaan  iadalah  isuatu  ihal  iyang  itidak  idikehendaki,  

isehingga  isanksi  iatau  iancaman  ihukum  iterhadap  ipelanggaran  inorma  ihukum  

ipidana  iyang  idilakukan  idengan  ikealpaan  ilebih  iringan.
32

Menurut  iVan  iHamel  

ibahwa  ikealpaan  iitu  imengandung  i2  i(dua)  isyarat,  i  iyaitu:  i

33
 

1.)   iTidak  imengadakan  ipraduga-duga  isebagaimana  iyang  idiharuskan  ioleh  

ihukum;  idan 

2.)   iTidak  iMelakukan  iKehati-hatian  isebagaimana  iyang  idiharuskan  ioleh  

ihukum. 

c. Alasan  iPenghapusan  iPidana 

Dalam  ihukum  ipidana  idikenal  iistilah  i"strafnitslutingsgronder",  iyaitu  ihal-hal  

iatau  ikeadaan   iyang  idapat  imengakibatkan  ibahwa  iseseorang  iyang  itelah  

                                                
32

  iIbid,  iHal.  i18. 
33

  iIbid,  iHal.  i19. 
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imelakukan  isuatu  iperbuatan  idengan  itegas  idilarang  idan  idiancam  idengan  ipidana  

ioleh  iUndang-Undang  i(perbuatan  iyang  iberupa  idelik)  itetapi  itidak  idipidana.
34

 

 

Khusus  imengenai  idasar  ialasan  ipenghapus  ipidana,  iKUHP  imerumuskan  

ibeberapa  ikeadaan  iyang  idapat  imenjadi  idasar  ipenghapus  ipidana,  isebagai  

iberikut:
35

 

1.)   iPasal  i44  iKUHP  itentang  iKemampuan  iBertanggungjawab; 

2.)   iPasal  i48  iKUHP  itentang  iDaya  iPaksa  idan  iKeadaan  iTerpaksa; 

3.)   iPasal  i49  iKUHP  itentang  iBela  iPaksa; 

4.)   iPasal  i50  iKUHP  itentang  iMelaksanakan  iPerintah  iUndang-undang; 

5.)   iPasal  i51  iKUHP  itentang  iMelaksanakan  iPerintah  iAtasan. 

 

Di  idalam  iKUHP  imeskipun  imengatur  itentang  ialasan  ipenghapusan  ipidana,  iakan  

itetapi  iKUHP  itidak  imemberikan  ipengertian  iyang  ijelas  itentang  imakna  ialasan  

ipenghapus  ipidana  itersebut.  iMenurut  idoktrin  ialasan  ipenghapus  ipidana  idapat  

idibagi  idua  iyaitu  ialasan  ipenghapus  ipidana  iyang  imerupakan  ialasan  ipemaaf,  idan  

iyang  ikedua  ialasan  ipenghapus  ipidana  iyang  imerupakan  ialasan  ipembenar  iHal  iini  

idiatur  ipada  ititel  ike-3  iBuku  iPertama  iKUHP,  iyaitu:
36

 

1.)   iAlasan  ipemaaf,  iyaitu  ialasan  iyang  imenghapuskan  ikesalahan  iterdakwa.  

iPerbuatan  iyang  idilakukan  ioleh  iterdakwa  itetap  ibersifat  imelawan  ihukum.  

                                                
34

  iIbid,  iHal.  i33. 
35

  iM.  iHamdan,  iAlasan  iPenghapus  iPidana  iTeori  idan  iStudi  iKasus,  iPT.  iRefika  iAditama,  

iBandung,  i2012,  iHal.  i27. 
36

  iAyu  iEfritadew,Op  iCit,  iHal.  i33. 
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iJadi,  itetap  iperbuatan  ipidana,  itetapi  itidak  idipidana,  ikarena  itidak  iada  

ikesalahan; 

2.)   iAlasan  iPembenar,  iyaitu  ialasan  iyang  imenghapuskan  isifat  imelawan  

ihukumnya  iperbuatan,  isehingga  iapa  iyang  idilakukan  ioleh  iterdakwa  iitu  

imenjadi  iperbuatan  iyang  ipatut  idan  ibenar. 

 

2.1.4.  i  i  iTindak  iPidana  iNarkotika 

Dalam  iUndang-undang  iRepublik  iIndonesia  iNomor  i35  iTahun  i2009  itentang  

iNarkotika  idijelaskan  ibahwa  i:  i

37
  iNarkotika  iadalah  izat  iatau  iobat  iyang  iberasal   idari  

itanaman  iatau  ibukan  itanaman,  ibaik  isintetis  imaupun  isemi  isintetis,  iyang  idapat  

imenyebabkan  ipenurunan  iatau  iperubahan  ikesadaran,  ihilangnya  irasa,  imengurangi  

ihingga  imenghilangkan  irasa  inyeri,  idan  idapat  imenimbulkan  iketergantungan,  iyang  

idibedakan  ikedalam  igolongan-golongan  isebagaimana  iterlampir  idalam  iundang-

undang  iini. 

 

Dalam  ihukum  ipidana  iIndonesia,  ipengaturan  imengenai  inarkotika  itermasuk  idalam  

ihukum  ipidana  ikhusus.  iHal  iini  idikarenakan  ipengaturan  itentang  inarkotika  itidak  idiatur  

idalam  iKUHPidana  iIndonesia,  imelainkan  idiatur  idalam  iUU  itersendiri  iyang  itidak  

idikodifikasikan. 

 

Menurut  iSoedjono  iDirdjosisworo  i(1986)  ipengertian  inarkotika  iadalah  i“Zat  iyang  ibisa  

imenimbulkan  ipengaruh  itertentu  ibagi  iyang  imenggunakannya  idengan   i  imemasukkan  

                                                
37

  iUndang-Undang  iRepublik  iIndonesia  itentang  iNarkotika   iPasal  i1  iAyat  i1 
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ikedalam  itubuh.”  iPengaruh  itersebut  ibisa  iberupa  ipembiusan,  ihilangnya  irasa  isakit,  

irangsangan  isemangat  idan  ihalusinasi  iatau  itimbulnya  ikhayalan-khayalan.  i  iSifat-sifat  

itersebut  i  iyang  i  idiketahui   i  idan  iditemukan  i  idalam  i  idunia  i  imedis  i  ibertujuan  i  idimanfaatkan  

i  ibagi  i  ipengobatan  idan  i  ikepentingan  imanusia  idi  ibidang  ipembedahan,  imenghilangkan  

irasa  isakit  idan  ilain-lain.  iNarkotika  idigolongkan  imenjadi  i3  ikelompok  iyaitu  i:
38

 

a. Narkotika  igolongan  iI,  iadalah  inarkotika  iyang  ipaling  iberbahaya.  iDaya  

iadiktifnya  i  isangat  itinggi,  iGolongan  iini  idigunakan  i  iuntuk  i  ipenelitian  i  idan  i  iilmu  i  

ipengetahuan.  iContoh  i  i:  iganja,  iheroin,  ikokain,  imorfin,  idan  iopium. 

b. Narkotika  igolongan  iII,  iadalah  inarkotika  iyang  imemiliki  idaya  iadiktif  ikuat,  itetapi  

ibermanfaat  iuntuk  ipengobatan  idan  ipenelitian.  iContoh  i:  ipetidin,  ibenzetidin,  idan  

ibetametadol. 

c. Narkotika  igolongan  iIII,  iadalah  inarkotika  iyang  imemiliki  idaya  iadiktif  iringan,  

itetapi  ibermanfaat  iuntuk  ipengobatan  idan  ipenelitian.Contoh  i:  ikodein  idan  

iturunannya. 

 

Dalam  iUU  iRI  iNarkotika  i2009  imengatur  itentang  ijenis-jenis  itindak  ipidana  inarkotika.  

iAdapun  ijenis-jenis  itindak  ipidana  inarkotika  idalam  iUU  itersebut  iadalah  isebagai  

iberikuti:  i 

a. Pasal  i111,  i“Setiap  iorang  iyang  itanpa  ihak  iatau  imelawan  ihukum  imenanam  

imemelihara,  imemiliki,  imenyimpan,  imenguasai,  iatau  imenyediakan  iNarkotika  

iGolongan  iI  idalam  ibentuk  itanaman”.  i 

                                                
38

  iBayu  iPuj   iH.,  i“Pencegahan  idan  iPemberantasan  iPeredaran  iNarkoba  idi  iIndonesia”,  iJurnal  

iDaulat  iHukum,  iVol.1  iNo.  i1  iMaret  i2018,  iSemarang,  iHal.  i204. 
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b. Pasal  i112,  i“Setiap  iorang  iyang  itanpa  ihak  iatau  imelawan  ihukum  imemiliki,  

imenyimpan,  imenguasai,   iatau  imenyediakan  iNarkotika  iGolongan  iI  ibukan  

itanaman”.  i 

c. Pasal  i113,  i“Setiap  iorang  iyang  itanpa  ihak  iatau  imelawan  ihukum  imemproduksi,  

imengimpor,  imengekspor,  iatau  imenyalurkan  iNarkotika  iGolongan  iI”. 

d. Pasal  i114,  i“Setiap  iorang  iyang  itanpa  ihak  iatau  imelawan  ihukum  imenawarkan  

iuntuk  idijual,  imenjual,  imemberi,  imenerima,  imenjadi  iperantaraan  idalam  ijual  

ibeli,  imenukar,  iatau  imenyerahkan  iNarkotika  iGolongan  iI”.  i 

e. Pasal  i115,  i“Setiap  iorang  iyang  itanpa  ihak  iatau  imelawan  ihukum  imembawa,  

imengirim,  imengangkut,  iatau  imentransito  iNarkotika  iGolongan  iI”.  i 

f. Pasal  i116,  i“Setiap  iorang  iyang  itanpa  ihak  iatau  imelawan  ihukum  imenggunakan  

iNarkotika  iGolongan  iI  iterhadap  iorang  ilain  iatau  imemberikan  iNarkotika  

iGolongan  iI  iuntuk  idigunakan  iorang  ilain”.  i 

g. Pasal  i117,  i“Setiap  iorang  iyang  itanpa  ihak  iatau  imelawan  ihukum  imemiliki,  

imenyimpan,  imenguasai,  iatau  imenyediakan  iNarkotika  iGolongan  iII”.  i 

h. Pasal  i118,  i“Setiap  iorang  iyang  itanpa  ihak  iatau  imelawan  ihukum  imemproduksi,  

imengimpor,  imengekspor,  iatau  imenyalurkan  iNarkotika  iGolongan  iII” 

i. Pasal  i119,  i“Setiap  iorang  iyang  itanpa  ihak  iatau  imelawan  ihukum  imenawarkan  

iuntuk  idijual,  imenjual,  imembeli,  imenerima,  imenjadi  iperantara  idalam  ijual  ibeli,  

imenukar,  iatau  imenyerahkan  iNarkotika  iGolongan  iII”. 

j. Pasal  i120,  i“Setiap  iorang  iyang  itanpa  ihak  iatau  imelawan  ihukum  imembawa,  

imengirim,  imengangkut,  iatau  imentransito  iNarkotika  iGolongan  iII”. 
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k. Pasal  i121,  i“Setiap  iorang  iyang  itanpa  ihak  iatau  imelawan  ihukum  imenggunakan  

iNarkotika  iGolongan  iII  iterhadap  iorang  ilain  iatau  imemberikan  iNarkotika  

iGolongan  iII  iuntuk  idigunakan  iorang  ilain”. 

l. Pasal  i122,  i“Setiap  iorang  iyang  itanpa  ihak  iatau  imelawan  ihukum  imemiliki,  

imenyimpan,  imenguasai,  iatau  imenyediakan  iNarkotika  iGolongan  iIII”. 

m.   iPasal  i123,  i“Setiap  iorang  iyang  itanpa  ihak  iatau  imelawan  ihukum  imemproduksi,  

imengimpor,  imengekspor,  iatau  imenyalurkan  iNarkotika  iGolongan  iIII”. 

n. Pasal  i124,  iSetiap  iorang  iyang  itanpa  ihak  iatau  imelawan  ihukum  imenawarkan  

iuntuk  idijual,  imenjual,  imembeli,  imenerima,  imenjadi  iperantara  idalam  ijual  ibeli,  

imenukar,  iatau  imenyerahkan  iNarkotika  iGolongan  iIII”. 

o. Pasal  i125,  i“Setiap  iorang  iyang  itanpa  ihak  iatau  imelawan  ihukum  imembawa,  

imengirim,  imengangkut  iatau  imentransito  iNarkotika  iGolongan  iIII”. 

p. Pasal  i126,  i“Setiap  iorang  iyang  itanpa  ihak  iatau  imelawan  ihukum  imenggunakan  

iNarkotika  iGolongan  iIII  iterhadap  iorang  ilain  iatau  imemberikan  iNarkotika  

iGolongan  iIII  iuntuk  idigunakan  iorang  ilain”.  i 

q. Pasal  i127,  i“Setiap  ipenyalahguna  iNarkotika  iGolongan  iI.  iII  idan  iIII  ibagi  idiri  

isendiri”. 

r. Pasal  i128,  i“Setiap  iorang  itua  iatau  iwali  idari  ipecandu  iyang  ibelum  icukup  iumur  

iyang  isengaja  itidak  imelapor”. 

s. Pasal  i129,  i“Setiap  iorang  iyang  itanpa  ihak  iatau  imelawan  ihukum  imemiliki,  

imenyimpan,  imenguasai,  iatau  imenyediakan  iPrekursor  iNarkotika  iuntuk  

ipembuatan  iNarkotika;  iMemproduksi,  imengimpor,  imengekspor  iatau  
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imenyalurkan  iPrekursor  iNarkotika  iuntuk  ipembuatan  inarkotika;  iMenawarkan  

iuntuk  idijual,  imenjual,  imembeli,  imenerima,  imenjadi  iperantara  idalam  ijual  ibeli,  

imenukar,  iatau  imenyerahkan  iPrekursor  iNarkotika  iuntuk  ipembuatan  iNarkotika;  

iMembawa  imengirim,  imengangkut,  iatau  imentransito  iPrekursor  iNarkotika  

iuntuk  ipembuatan  inarkotika”.  i 

t. Pasal  i130,  itindak  ipidana  inarkotika  iyang  idilakukan  ioleh  ikorporasi.  i 

u. Pasal  i131,  i“Setiap  iorang  iyang  idengan  isengaja  itidak  imelaporkan  iadanya  itindak  

ipidana  inarkotika”  i 

v. Pasal  i132,  i“Percobaan  iatau  ipermufakatan  ijahat  iuntuk  imelakukan  itindak  ipidana  

iNarkotika  idan  iPrekursor  iNarkotika”.  i 

w. Pasal  i133,  i“Setiap  iorang  iyang  imenyuruh,  imemberi  iatau  imenjanjikan  isesuatu,  

imemberikan  ikesempatan,  imenganjurkan  i34  imemberikan  ikemudahan,  

imemaksa  idengan  iancaman,  imemaksa  idengan  ikekerasan,  imelakukan  itipu  

imuslihat,  iatau  imembujuk  ianak  iyang  ibelum  icukup  iumur  iuntuk  imelakukan  

itindak  ipidana  iNarkotika”. 

Uraian  itersebut  imerupakan  ijenis-jenis  itindak  ipidana  inarkotika  iyang  idiatur  idalam  iUU  

iRI  iNarkotika  i2009.  iBerdasarkan  iuraian  idi  iatas  isudah  ijelas  imengenai  ijenis-jenis  

itindak  ipidana  idan  iketentuan  ipidana  iyang  idiatur  ididalamnya  idan  imenjadi  iacuan  ibagi  

ihakim  idalam  imenjatuhkan  iputusan  iterhadap  iorang  iyang  imelakukan  itindak  ipidana  

ipenyalahgunaan   inarkotika. 
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2.2. Profil  iInstansi 

2.2.1.  i  i  iDeskripsi  iInstansi 

Pengadilan  iTinggi  iTanjungkarang  iatau  idapat  ijuga  idisebut  iPT  iTJK  imerupakan  

iPengadilan  iTinggi  itingkat  ibanding  iyang  iberkedudukan  idi  iJalan  iCut  iMutia,  iGulak-

Galik,  iKecamatan  iTeluk  ibetung  iUtara,  iKota  iBandar  iLampung,  iProvinsi  iLampung.  

iBerlokasi  idi  itengah  ikota  iBandar  iLampung.  iKetua  iPengadilan  iTinggi  iTanjungkarang  

iBapak  iDr.  iHeru  iPramono,  iS.H.,  iM.Hum.  idan  iWakil  iKetua  iPengadilan   iTinggi  

iTanjungkarang  iBapak  iH.  iSuwidya,  iS.H.,  iLL.M. 

 

2.2.2.  i  i  iLogo  iInstansi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  i1.  iLogo  iPengadilan  iTinggi  iTanjungkarang 

 

2.2.3.  i  i  iVisi  idan  iMisi 

VISI  i: 

“Terwujudnya  iPengadilan  iTinggi  iTanjungkarang  iyang  iAgung” 

M  iI  iS  iI: 
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1.) Menjaga  ikemandirian  iPengadilan   iTinggi  iTanjungkarang. 

2.) Memberikan  iPelayanan  iHukum  iyang  iberkeadilan  ikepada  iPencari 

Keadilan. 

3.) Meningkatkan  iKualitas  iKepemimpinan  idi  iPengadilan  iTinggi  i 

Tanjungkarang. 

4.) Meningkatkan  i  iKredibilitas  idan  iTransparansi  idi  iPengadilan   iTinggi  i 

Tanjungkarang. 

 

2.2.4.  i  i  iTugas  iPokok  idan  iFungsi 

1. Tugas  iPokok  iPengadilan  iTinggi  iTanjungkarang  iadalah  ipenyelenggaraan  

iperadilan  idi  itingkat  iBanding. 

2. Pengadilan  iTinggi  iyang  imerupakan  iPengadilan  itingkat  iBanding  idalam  imencari  

ikeadilan,  idalam  imelaksanakan  itugasnya  iterlepas  idari  ipengaruh  iPemerintah  idan  

ipengaruh  iluar  ilain. 

 

2.2.5.  i  i  iWilayah  iYuridiksi 

Pengadilan  iTinggi,  iberkedudukan  idi  iibukota  iprovinsi,  idengan  idaerah  ihukum  

imeliputi  iwilayah  iprovinsi.  iProvinsi  iLampung,  iterdiri  idari  i15  i(lima  ibelas)  iKabupaten  

idan  iKota,  idengan   i11  i(sebelas)  iPengadilan   iNegeri  isebagai  iPengadilan  itingkat  ipertama  

iyang  imemiliki  iwilayah  ihukumnya  imasing-masing.  iAdapun  iPengadilan  iNegeri  idan  

iKabupaten  idan  iKota  iyang  idimaksud  iialah  isebagai  iberikut: 
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Tabel  i1  iWilayah  iYuridiksi  iPengadilan  iTinggi  iTanjungkarang 

NO Nama  iPengadilan Kabupaten/Kota Jumlah 

Kecamatan 

1. Pengadilan   iNegeri  

iTanjungkarang 

Kota  iBandar  iLampung 15 

2 Pengadilan   iNegeri  iMetro Kota  iMetro 5 

3 Pengadilan   iNegeri  

iMenggala 

Ka.  iMesuji 7 

4 pengadilan  iNegeri  

iMenggala 

Kab.  iTulang  iBawang  i 15 

5 Pengadilan   inegeri  

iMenggala 

Kab.  iTulang  iBawang  

iBarat 

 

9 

6 Pengadilan   iNegeri  

iKotaagung 

Kab.  iTanggamus 

 

20 

7 Pengadilan   iNegeri  

iKotaagung 

Kab.  iPringsewu 

 

9 

8 Pengadilan   iNegeri  iLiwa Kab.  iLampung  iBarat 15 

9 Pengadilan   iNegeri  iLiwa Kab.  iPesisir  iBarat 11 

10 Pengadilan   iNegeri  iKalianda Kab.  iLampung  iSelatan 17 

11 Pengadilan   iNegeri  iGunung  

iSugih 

Kab.  iLampung  iTengah 28 

12 Pengadilan   iNegeri  

iSukadana 

Kab.  iLampungTimur 24 

13 Pengadilan   iNegeri  iKota  

iBumi 

Kab.  iLampung  iUtara 23 

14 Pengadilan   iNegeri  iGedong  

iTataan 

Kab.  iPesawaran 11 

15 Pengadilan   iNegeri  

iBalambangan   iUmpu 

Kab.  iWay  iKanan 14 
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2.2.6.  i  i  iSejarah  iLokasi  iTempat  iMagang 

Pengadilan  iTinggi  iTanjungkarang,  iberkantor  idi  iJl.  iCut  iMutia  iNo.42  iTeluk  iBetung  

iBandar  iLampung  i–  iKode  iPos  i35214,  imencakup  iWilayah  iAdministrasi  iLampung.  

iPengadilan  iTinggi  iTanjungkarang  iadalah  ipelaksana  iKekuasaan  iKehakiman  ipada  

iPeradilan  iumum  idengan  iTugas  idan  iKewenangan  isebagaimana  idisebutkan  idalam  

iUndang-undang  iRI  iNomor  i2  iTahun  i1986  itentang  iPeradilan  iUmum,  iyang  itelah  

idiubah  idengan  iUndang-undang  iRI  iNomor  i8  iTahun  i2004,  idan  iyang  ikedua  idengan  

iUndang-undang  iRepublik  iIndonesia  iNomor  i49  iTahun  i2009,  idi  imana  idalam  ipasal  i51  

idinyatakan  ibahwa  i: 

1. Pengadilan  iTinggi  ibertugas  idan  iberwenang  imengadili  iPerkara  iPidana  idan  iPerkara  

iPerdata  idi  iTingkat  iBanding 

2. Pengadilan  iTinggi  ijuga  ibertugas  idan  iberwenang  imengadili  idi  iTingkat  iPertama  

idan  iterakhir  isengketa  ikewenangan  imengadili  iantar  iPengadilan  iTinggi  idi  idaerah  

ihukumnya. 

Disamping  itugas  idan  ikewenangan  isebagaimana  itersebut  idi  iatas,  iPengadilan  iTinggi  

ijuga  idapat  imemberikan  iketerangan,  ipertimbangan,  idan  inasehat  itentang  ihukum  

ikepada  iinstansi  ipemerintah  idi  idaerahnya  iapabila  idiminta  i(pasal  i52  iayat  i1  iUU  iRI  iNo.  i2  

iTahun  i1986).  iPengadilan  iTinggi  iTanjungkarang  idibentuk  iberdasarkan   iUndang-

Undang  iNomor  i9  iTahun  i1980  itentang  iPembentukan  iPengadilan  iTinggi  

iTanjungkarang  idan  iPerubahan  iWilayah  iHukum  iPengadilan  iTinggi  iPalembang.  

iSebelumnya  iPelayanan  iHukum  ikepada  iMasyarakat  iPencari  iKeadilan  idi  iwilayah  

iProvinsi  iLampung  idan  iBengkulu  imenjadi  iwewenang  iPengadilan  iTinggi  iPalembang.  
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iDengan  idibentuk  iPengadilan  iTinggi  iTanjungkarang  iberdasarkan   iUU  idiatas  imaka  

iwilayah  ihukum  iPengadilan  iTinggi  imencakup  iprovinsi  iLampung  idan  iBengkulu.  

iSelanjutnya  idengan  iUndang-Undang  iNo.15  itahun  i1982  itentang  iPembentukan  

iPengadilan  iTinggi  iBengkulu  idan  iperubahan  iwilayah  ihukum  iPengadilan  iTinggi  

iTanjungkarang  imaka  iwilayah  ihukum  iPengadilan  iTinggi  iTanjungkarang  ihanya  

imeliputi  iProvinsi  iLampung  ihingga  isaat  iini.  iSelain  imenjalankan  itugas  ipokoknya  

iPengadilan  iTinggi  iTanjungkarang  idiserahi  itugas  idan  ikewenangan  ilain  iberdasarkan  

iundang-undang,  iantara  ilain  idapat  imemberikan  iketerangan,  ipertimbangan  idan  

inasehat  itentang  iHukum  ikepada  iInstansi  iPemerintah  idi  iwilayah  iHukum  iPengadilan  

iTinggi  iTanjungkarang,  iapabila  idiminta.  iPemberian  iketerangan,  ipertimbangan   idan  

inasehat  itentang  iHukum,  idikecualikan  idalam  ihal-hal  iyang  iberhubungan  idengan  

iPerkara  iyang  isedang  iatau  iakan  idiperiksa  idi  iPengadilan. 

 

2.2.7.  i  i  iStruktur  iOrganisasi 

Berdasarkan  iPeraturan  iMahkamah  iAgung  iNomor  i7  iTahun  i2015  iTentang  iOrganisasi  

idan  iTata  iKerja  iKepaniteraan  idan  iKesekretariatan  iPeradilan  iditunjukkan  i  idalam  

igambar  isebagai  iberikut. 
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Gambar  i2.  iStruktur  iOrganisasi  iPengadilan  iTinggi  iTanjungkarang 
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III  iMETODE  iPENELITIAN  iDAN  iPRAKTEK  iKERJA  iLAPANGAN 

 

 

3.1. Metode  iPenelitian 

3.1.1.  i  i  iPendekatan  iMasalah 

Penelitian  ihukum  iadalah  isuatu  ikegiatan  iilmiah,  iyang  idilandaskan  ipada  imetode  iyang  

isistematis  iberdasarkan  ipemikiran  itertentu  iyang  idimaksudkan  iuntuk  imempelajari  

isatu  iatau  ibeberapa  igejala  ihukum  itertentu  idengan  icara  imenganalisisnya.
39

  iDalam  

ipenelitian  iini,  ipendekatan  iyang  idigunakan  iyaitu  i: 

Pendekatan  iYuridis  iNormatif 

Pada  ipokoknya  ipenelitian  ihukum  inormatif  imengkaji  ihukum  iyang  idikonsepkan  

isebagai  inorma  imaupun  ikaidah  iyang  iberlaku  idi  imasyarakat  idan  imenjadi  iacuan  

iperilaku  ibagi  isetiap  iorang.  iMenurut  iSoerjono  iSoekanto  idan  iSri  iMamudji  

imengartikan  ibahwa  ipenelitian  ihukum  inormatif,  imerupakan  ipenelitian  ihukum  iyang  

idilakukan  idengan  icara  imeneliti  ibahan  ipustaka  iatau  idata  isekunder  ibelaka.  iPenelitian  

iini  imerujuk  ipada  iketentuan  ihukum  iyang  iberlaku  idengan  idisertai  ibeberapa  iteori  iyang  

iberkaitan  isatu  isama  ilain,  ikhususnya  iteori  imengenai  itujuan  ipemidanaan  iyang  iberasal  

idari  isumber  idata  isekunder  iyang  iterdiri  idari  ibahan  ihukum  iprimer,  ibahan  ihukum  

isekunder  idan  ibahan  ihukum  itersier. 

  i

                                                
39

  iIshaq,  i2017,  iMetode  iPenelitian  iHukum  idan  iPenulisan  iSkripsi,  iTesis,  iserta  iDisertasi,  

iBandung:  iAlfabeta,  iHal.  i17 
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Dengan  ididasarkan  ipada  ianalisa  iterhadap  irujukan  isebagaimana  idimaksud  

isebelumnya,  imaka  idalam  ihal  iini  ipeneliti  idapat  imengetahui  ibagaimana  idasar  ihukum  

idan  ipertimbangan  ihakim  idalam  imenjatuhkan  iputusan  ipidana  idibawah  iminimum  

ikhusus,  iyang  idimana  iputusan  itersebut  imemenuhi  irasa  ikeadilan,  ikemanfaatan  idan  

ikepastian  ihukum  ibagi  ipelaku  imaupun  imasyarakat. 

 

3.1.2.  i  i  iSumber  idan  iJenis  iData 

Dalam  ipenelitian  iini  ijenis  idata  iyang  idigunakan  iialah:  i 

1. Data  iSekunder 

Penelitian  inormatif  iialah  ipenelitian  iyang  idilakukan  idengan  imenganalisis  ibahan  

ipustaka  iyang  iterdiri  idari  ibahan  ihukum,  ibaik  ibahan  ihukum  iprimer,  isekunder,  imaupun  

itersier.  iHal  iini  iyang  imemberikan  ipemahaman  ibagi   ipenulis  ibahwa  iuntuk  idapat  

imelakukan  ipenelitian  ihukum,  idibutuhkan  ipula  iadanya  ihukum  ipositif  idan  inorma  

itertulis.  iAdapun  ibahan  ihukum  iprimer  iyang  idigunakan  iberupa  iperaturan  iperundang-

undangan,  iantara  ilain: 

1.) Undang-undang  iDasar  i1945; 

2.) Kitab  iUndang-Undang  iHukum  iPidana; 

3.) Kitab  iUndang-Undang  iHukum  iAcara  iPidana; 

4.) Undang-undang  iNomor  i35  iTahun  i2009; 

5.) Pasal  i24  idalam  iBab  iIX  iKekuasaan  iKehakiman; 

6.) Undang-undang  iNomor  i4  iTahun  i2004  itentang  iKekuasaan  iKehakiman; 

7.) SEMA  iNomor  i3  iTahun  i2015  itentang  iPemberlakuan  iRumusan  iHasil  iRapat  

iPleno  iKamar  iMahkamah  iAgung  iTahun  i2015  isebagai  iPedoman  iPelaksanaan  
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iTugas  iBagi  iPengadilan  ipada  iRumusan  iHukum  iKamar  iPidana  imengenai  

iNarkotika; 

8.)   iPutusan  iNomor  i155/Pid.Sus/2022/PN  iMgl; 

9.) Putusan  iNomor  i119/PID.SUS/2022/PT  iTJK. 

 

Bahan  ihukum  isekunder  iyang  idigunakan  iialah  ibahan  ihukum  iyang  ididapatkan  ioleh  

ipenulis  idari  idari  ibuku,  ijurnal,  imakalah,  iartikel,  ibahan  iseminar,  idan  ibahan  ipublikasi  

ilainnya.  iPenelitian  iini  iakan  imenggunakan  istudi  idokumen  iguna  imengumpulkan  

ibahan-bahan  isekunder  iuntuk  imempelajari  ipengetahuan-pengetahuan   idasar  

imengenai  idasar  ipertimbangan  idalam  imenjatuhkan  iputusan  idibawah  iminimum  

ikhusus.  iSedangkan  ibahan  ihukum  itersier  iadalah  ibahan  ihukum  iyang  idapat  

imemberikan  ipetunjuk  iataupun  ipenjelasan  iterhadap  ibahan  ihukum  iprimer  idan  

isekunder,  ibaik  iberupa  ikamus  imaupun  iensiklopedia. 

 

3.1.3.  i  i  iProsedur  iPengumpulan  idan  iPengolahan  iData 

1. Prosedur  ipengumpulan  iData  i 

Dalam  ipengumpulan  idata  idilaksanakan  idengan  icara  isebagai  iberikut: 

a. Studi  iPustaka  i(Library  iResearch) 

Mempelajari  iliteratur-literatur  iuntuk  imemperoleh  idata  isekunder  iyang  

iberhubungan  idengan  imasalah  iyang  iditeliti  iberupa  iasas-asas  ihukum,  iperaturan-

peraturan  ihukum  idan  ibahan  ihukum  ilain  iyang  iberkaitan  idengan  imasalah  iyang  

iditeliti. 
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b. Studi  iLapangan   i(Field  iResearch) 

Pengamatan  i(observation)  iatau  ipengamatan,  idilaksanakan  idengan  ijalan  

imengamati  itentang  itindak  ipidana  iNarkotika  iberdasarkan  iPutusan  iNomor  

i119/PID.SUS/2022/PT  iTJK  iyang  idilakukan  idi  iPengadilan   iNegeri  iMenggala  

idan  iPengadilan   iTinggi. 

 

2.  iProsedur  iPengolahan  iData 

Setelah  idata  idiperoleh  ibaik  idata  iprimer  imaupun  idata  isekunder,  ikemudian  idata  

itersebut  idiperiksa  ikelengkapan  idan  irelevansinya  isesuai  idengan  ipermasalahan.  

iSetelah  idata  itersebut  idiperiksa  imengenai  ikelengkapannya  idapat  idiketahui  idari  idata  

itersebut  iyang  imana  idipergunakan  iuntuk  idianalisis. 

 

3.1.4.  i  i  iAnalisis  iData 

Menurut  iSugiyono   ianalisis  idata  imerupakan  iproses  imenemukan  idan  imenyusun  isecara  

isistematis  iyang  itelah  ididapatkan.  iDalam  ipenelitian  iini,  ianalisis  idata  idilakukan  isecara  

ikualitatif  idengan  ipemilihan  iteori,  iasas,  inorma,  idoktrin  idan  iketentuan  iyang  itermuat  

idalam  iperaturan  iperundang-undangan.  iData  iyang  itelah  iditelaah  isecara  ikualitatif  

ikemudian  idijabarkan   idalam  ibentuk  iyang  isistematis  idengan  imenguraikan  isecara  ijelas  

idan  irinci  ihubungan  iantar  ijenis  idata  iyang  idisajikan.  iSeluruh  idata  iyang  itelah  idiperoleh  

ikemudian  idijelaskan  isecara  ideskriptif.  iHal  iini  idimaksudkan  iagar  ihasil  ipenelitian  

idapat  imenggambarkan  ilegalitas  iatau  idasar  ihukum  idari  itopik  iyang  isedang  idibahas  

iserta  imemberikan  isolusi  iterhadap  ipermasalahan  iyang  idimaksud. 
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3.2. Metode  iPraktek  iKerja  iLapangan 

3.2.1.  i  i  iWaktu  idan  iTempat  iPelaksanaan 

Tanggal :  i21  iAgustus  i2023  i-  i22  iDesember  i2023 

Instansi :  iPengadilan  iTinggi  iTanjungkarang 

Lokasi  :  iJl.  iCut  iMutia  iNo.42,  iGulak  iGalik,  iKec.  iTlk.  iBetung  iUtara,  iKota  i 

  i  iBandar  iLampung,  iLampung  i35214 

Waktu  iKerja :  iSenin  i-  iJumat  iPukul  i08.00-16.30  iWIB 

 

3.2.2.  i  i  iMetode  iPelaksanaan 

Kegiatan  iMagang  iMerdeka  iBelajar  iKampus  iMerdeka  i(MBKM)  idibimbing  ioleh  

iPembimbing  iAkademik,  iPembimbing  iLapangan  idan  iPembimbing  iInstansi.  iPeran  

iAkademik  iadalah  isebagai   ifasilitator  idalam  ibidang  iakademik  iagar  imemastikan  ibahwa  

ipara  ipeserta  itelah  imelakukan  ikegiatan  imagang  isesuai  idengan  iaturan  iyang  iberlaku,  

iPembimbing  iLapangan  idalam  ikegiatan  imagang  ikerja  iini  iadalah  isebagai  ifasilitator  

iyang  imemberikan  ipetunjuk  iserta  iinformasi  ibagi  ipeserta  imagang  isesuai  idengan  itopik  

iyang  itelah  idibahas  iselama  ikegiatan  imagang  ikerja  iberlangsung  idan  iperan  

iPembimbing  iInstansi  isebagai  ifasilitator  iyang  imembimbing  imagang  isaat  idi  itempat  

iinstansi  imagang  iuntuk  imemastikan  ipeserta  imagang  itelah  imelakukan  ikegiatan  

imagang  isesuai  idengan  iprosedur  iatau  iperaturan  iyang  itelah  iditetapkan.   iMetode  

ipelaksanaan  ipada  ikegiatan  imagang  ikerja  iini  imeliputi  isebagai  iberikut: 

a. Praktik  iKerja 

Metode  ipelaksanaan  ipraktik  ikerja  idilakukan  iagar  iMahasiswa/i  iMagang  iMerdeka  

iBelajar  iKampus  iMerdeka  iDapat  iterjun  ilangsung  ike  idalam  idunia  ikerja  idengan  
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iharapan  ipeserta  imagang  imampu  imenerapkan  itridharma  iperguruan  itinggi  iyaitu  isesuai  

idengan  ibidang  ipendidikan,  ipenelitian  iserta  ipengabdian.  iMenurut  iperspektif  ibidang  

ipendidikan,  ipraktik  ikerja  ipada  iInstansi  iPeradilan  imaupun  iKejaksaan  iberguna  ibagi  

imahasiswa  iFakultas  iHukum  iuntuk  imengerti  ibagaimana  imelaksanakan  ipraktik  

iberacara  isesuai  iprosedur  iyang  iberlaku  isecara  ilangsung  idan  imengerti  ibagaimana  

iberlangsungnya  iadministrasi  iperkantoran.  iPengabdian  idalam  ikegiatan  imagang  ikerja  

idiperoleh  idari  ikeaktifan  ipeserta  imagang  iuntuk  imenyelesaikan  ikegiatan  isesuai  

idengan  iprosedur  iyang  iditetapkan  ioleh  iinstansi. 

 

b. Wawancara  idan  iObservasi 

Metode  iwawancara  idalam  ikegiatan  imagang  ikerja  iini  idilakukan  iuntuk  imendapatkan  

iinformasi  idengan  icara  ibertanya  ilangsung  ikepada  iresponden  iatau  ikonsultasi  ikepada  

ipembimbing  ilapangan  idan  ipembimbing  iinstansi  iselaku  ifasilitator  iuntuk  imemberikan  

iinformasi  isesuai  idengan  itopik  iyang  itelah  idibahas.  iSasaran  idari  ipelaksanaan  imetode  

iini  iadalah  isetiap  ipihak  iyang  idinilai  iberperan  ilangsung  iatau  imengetahui  imengenai  

ikegiatan  ikerja  idi  iPengadilan  iTinggi  iTanjungkarang.  iSedangkan  iobservasi  iadalah  

ipengamatan  isecara  ilangsung  iterhadap  iobjek  iyang  iakan  iditeliti  iuntuk  imempelajari  

iaspek  ipembelajaran  idan  ipengelolaan  idari  itempat  iinstansi  iuntuk  idiamati,  iagar  ipaham  

ibagaimana  imelaksanakan  ipraktik  iberacara  isesuai  iprosedur  iyang  iberlaku  isecara  

ilangsung  idan  imengerti  ibagaimana  iberlangsungnya  iadministrasi  iperkantoran  

isehingga  idapat  imengumpulkan  idata  iprimer  iyang  idibutuhkan  isesuai  idengan  itopik  

iyang  idibahas  ioleh  ipeserta  imagang. 
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c. Pencatatan  iData 

Data  iyang  idibutuhkan  idalam  ikegiatan  imagang.  iData  iprimer  idan  isekunder  imerupakan  

idata  iyang  idikumpulkan  ioleh  ipeserta  imagang  ilangsung  idari  isumber  ipertama  iyang  

iselanjutnya  idigunakan  iuntuk  imendukung  ipembuatan  iskripsi  ikegiatan  imagang  ikerja. 

 

d. Dokumentasi 

Dokumentasi  iMetode  ipelaksanaan  idokumentasi  idilakukan  idengan  itujuan  iuntuk  

imelengkapi  iinformasi-informasi  iyang  idiperoleh  iagar  ilebih  ilengkap  iserta  imenjunjung  

ikebenaran  idan  iketerangan  iyang  idiberikan  isesuai  idengan  itopik  iyang  idibahas. 

 

3.2.3.  i  i  iTujuan  iMagang 

Tujuan  idari  idilaksanakannya  ipraktek  imagang  ikerja  iadalah  isebagai  iberikut  i: 

a. Meningkatkan  ikompetensi  ilulusan  ibaik  isoft  iskills  imaupun  ihard  iskills  iagar  

ilebih  isiap  idan  irelevan  idengan  ikebutuhan  izaman; 

b. Menyiapkan  ilulusan  isebagai  ipemimpin  imasa  idepan  ibangsa  iyang  iunggul  idan  

iberkepribadian  iyang  iunggul; 

c. Mengembangkan  ipotensi  idiri  isesuai  idengan  ipassion  idan  ibakat  iyang  idimiliki  

isaat  iini; 

d. Meningkatkan  ipengetahuan  iwawasan  idan  ikemampuan  imahasiswa  idalam  

imelaksanakan  ipekerjaan  isesuai  idengan  ikeahlian  iyang  idimilikinya; 

e. Menambah  ipengalaman  iyang  itidak  ididapatkan  ipada  ibangku  iperkuliahan. 
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3.2.4.  i  i  iManfaat  iMagang 

Adapun  imanfaat  ikegiatan  imagang  ikerja  iadalah  isebagai  iberikut:  i 

a. Bagi  iMahasiswa 

1) Sebagai  isuatu  isarana  ilatihan  idalam  ipenerapan  iilmu  iyang  idiperoleh  idibangku  

iperkualiahan; 

2) Sebagai  isarana  iuntuk  ibersosialisasi  idan  iberinteraksi  ilebih  ibaik  ilagi  idi  

ilingkungan  ikerja; 

3) Sebagai  isarana  iuntuk  imengembangkan  idiri  ilebih  iprofesional  idan  idisiplin  

idalam  imenghadapi  ituntutan  idunia  ikerja  iyang  isesungguhnya; 

4) Sebagai  isarana  iuntuk  imenambah  ipengetahuan,  iwawasan,  idan  ipengalaman  idi  

idunia  ikerja  idibidang  ihukum. 

b. Bagi  iFakultas  iHukum  iUniversitas  iLampung 

1) Menambah  ipengetahuan  itentang  iruang  ilingkup  isuatu  iinstansi; 

2) Mengetahui  isejauh  imana  ipengetahuan  idan  ikreativitas  imahasiswa  iyang  

idiperoleh  ipada  imasa  iperkuliahan  iuntuk  iditerapkan  idalam  idunia  ipekerja; 

3) Menciptakan  imahasiswa  iyang  isiap  imenjadi  itenaga  ikerja  iyang  iberkualitas; 

c. Bagi  iInstansi 

1.)   iDapat  imembantu  ipekerjaan  ipada  iinstansi  iyang  idiberikan  ikepada  imahasiswa 

2.)   iMenjalin  ikerjasama  idan  ihubungan  ibaik  idengan  iLembaga  iPendidikan  iuntuk  

imendapatkan  itenaga  ikerja  iyang  iberkualitas  itinggi. 
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V  iPENUTUP 

 

 

5.1.  iKesimpulan 

Berdasarkan  itelaah  istudi  ikepustakaan  idan  ikasus  iyang  idiangkat  idalam  ipenelitian  iini,  

iPeneliti  idapat  imerumuskan  isimpulan  iguna  imenjawab  ipertanyaan  imendasar  idari  

itopik  ipembahasan,  isebagai  iberikut  i: 

1. Putusan  iPengadilan   iTinggi  iTanjung  iKarang  imemberikan  ipertimbangan  ibahwa  

iPutusan  iPengadilan  iNegeri  iMenggala  itelah  itepat  idan  ibenar  imenurut  ihukum,  

ioleh  ikarena  iitu  ipatut  iuntuk  idipertahankan  idan  idikuatkan.  iPenulis  imengkaji  iapa  

iyang  imenjadi  idasar  ipertimbangan  ihakim  idalam  imemutuskan  iperkara  inarkotika  

idengan  iputusan  idibawah  iminimum  ikhusus  idengan  imelihat  i3  i(tiga)  iaspek  

ipertimbangan   iputusan  ihakim.  iMenurut  ipenulis  imajelis  ihakim  iPengadilan  

iNegeri  iMenggala  idalam  imenjatuhkan  iputusan  isudah  imempertimbangkan  

ipertimbangan   iyuridis,  isosiologis  idan  ifilosofis. 

2. Peradilan  iIndonesia  imenganut  isistem  ipembuktian  iNegatief  iWettelijk  

iBewijstheorie  ibahwa  ibersalah  itidaknya  iterdakwa  iditentukan  iatas  ikeyakinan  

ihakim  iyang  ididasarkan  ipada  ialat-alat  ibukti  iyang  isah  imenurut  iundang-undang.  

iBerdasarkan   isistem  ipembuktian  iini  ihakim  idalam  imemutuskan  isuatu  iperkara  

iberdasarkan  ifakta-fakta  iyang  iterjadi  idi  idalam  ipersidangan,  isehingga  ipenulis  

idapat  imenyimpulkan  iyang  imenjadi  ipedoman  ipertimbangan  ihakim  idalam  
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menjatuhkan  iputusan  idibawah  iminimum  ikhusus  iberdasarkan  iperaturan  iyang  

iberlaku  iialah  iadanya  iSurat  iEdaran  iMahkamah  iAgung  i(SEMA)  iNomor  i3  iTahun  

i2015  ipada  ipembuktian  idi  ipersidangan  idengan  iketentuan  iterdakwa  ihanya   

isebagai  ipemakai  iatau  ipenyalahgunaan   inarkotika  idan  iberat  ibarang  ibukti  irelatif  

ikecil  iyang  idiatur  idalam  iSEMA  iNomor  i2  iTahun  i2010. 

 

5.2.  iSaran 

Atas  idasar  ihasil  ipenelitian  iyang  idilakukan  ioleh  ipenulis,  imaka  iterdapat  isaran  iyang  

idiberikan  iyaitu  i:  i 

Bagi  ipara  ihakim  idalam  imenerapkan  iperaturan  iperundang-undang  idan  

imenegakkan  ikeadilan  iharus  iselalu  imemperhatikan  itiga  iaspek  idalam  

imemutuskan  isuatu  iperkara  iyaitu  iaspek  iyuridis,  isosiologis  idan  ifilosofis  iyang  

imencerminkan  iasas  ikepastian  ihukum,  ikeadilan  idan  ikemanfaatan  ibagi  ipara  

ipihak.  iDalam  ihal  imenyimpangi  iisi  iketentuan  iundang-undang  ihendaknya  iuntuk  

imenerapkan  ikepastian  ihukum,  iketentuan  iyang  idiatur  idalam  iSEMA  idapat  

idiperbarui  isehingga  iterdapat  iketentuan  iyang  isederajat  iyaitu  iundang-undang  

iatau  ioleh  ikeputusan  iMahkamah  iKonstitusi. 
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